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ABSTRAK 
Muhammad Arya Harisa (B 121 12 175), degan judul “Analisis Terhadap 
Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit 
Nene Mallomo Di Kabupaten Sidrap”. Dibimbing oleh Muhammad Yunus Wahid 
selaku Pembimbing I dan Muh Hasrul selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implikasi yuridis 
perlindungan hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit Nene 
Mallomo Kabupaten Sidrap. 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidrap. Objek penelitian yaitu Rumah Sakit 
Nene Mallomo Kabupaten Sidrap. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung 
dengan narasumber terkait. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yaitu 
pasien berhak : “memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku 
di rumah sakit. Mengenai informasi tata tertib hal tersebut sudah tercantum secara jelas 
di setiap sudut rumah sakit yaitu dengan adanya papan informasi bagi siapa saja yang 
datang ke rumah sakit dan dapat dibaca oleh para pengunjung rumah sakit. Secara 
keseluruhan pelayanan kesehatan pasien yang berkaitan dengan hak pasien untuk 
mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dalam pelayanan kesehatan sudah 
baik dan dapat dilaksanakan secara sepenuhnya. Selanjutnya Terdapat faktor yang 
dapat menunjang dan menghambat adanya perlindungan hukum terhadap pasien 
dalam pelayanan kesehatan, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor 
internal yang menghambat adanya perlindungan hukum terhadap pasien dalam 
pelayanan kesehatan yaitu : Fasilitas dokter/tenaga kesehatan kurang memadai, 
fasilitas Pengaduan kurang memadai, lingkungan kerja yang kurang baik, komunikasi 
yang kurang. 
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BAB I 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 
 
Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan 
merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha 
tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun 
non fisik. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa “setiap orang berhak hidup 
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan.”1  
Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin 
dengan Undang-Undang yang harus diwujudkan dengan upaya 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat 
dengan karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu 
pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial 
ekonomi masyarakat yang harus tetap meningkatkan pelayanan yang lebih 
bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan 
yang setinggi-tingginya.2 
                                                          
1  Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H ayat (1) 
2  Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, menimbang 
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Banyak produk hukum yang mengatur mengenai pelayanan 
kesehatan antara lain Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan yang merupakan Undang-Undang pengganti dari peraturan 
yang terdahulu yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan. Pada konsideran atau dasar menimbang Undang-Undang No. 
36 Tahun 2009 telah dipaparkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi 
manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan 
sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.3 Aspek kesehatan di 
dalam kehidupan manusia sangatlah penting peranannya sebagai 
penunjang agar dapat menjalankan aktifitasnya untuk mensejahterakan 
kehidupannya sendiri.  
Peraturan lain yang mengatur tentang pelayanan kesehatan di 
rumah sakit adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktek Kedokteran,  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan. Arah kebijakan yang ingin dicapai dari berbagai produk hukum 
tersebut yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan adalah 
mengurangi kriminalisasi di bidang medis dan peningkatan pelayanan 
kesehatan yang lebih bermutu.  
                                                          
3  Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, menimbang 
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Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 
dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat 
darurat 4  Azas dan tujuan rumah sakit berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 44 tahun 2009 adalah berasaskan Pancasila dan didasarkan 
kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, 
persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan 
keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.5  
Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang 
bermutu dengan mengedepankan keselamatan pasien. Berbagai upaya 
yang dilakukan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan, antara 
lain dengan pengadaan sarana dan prasarana yang canggih sesuai 
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan 
dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang lebih profesional untuk 
mengimbangi peralatan yang canggih.  
Pemanfaatan dan penerapan teknologi modern dalam bidang 
kesehatan member peluang terjadinya Human Error. Berbagai cara 
perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar, dan 
kemungkinan untuk melakukan kesalahan semakin besar pula.6 Banyak 
terjadi kasus-kasus serta gugatan dari pihak pasien yang melibatkan 
suatu rumah sakit akibat dari pasien tidak puas atau malah dirugikan 
                                                          
4 Ibid,Pasal (1)  
5  Ibid, Pasal (2) 
6  Bahder Johan, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, PT. Rineka 
Cipta,Jakarta, hal 5. 
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dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit yang 
merupakan indikasi bahwa kesadaran hukum masyarakat semakin 
meningkat. Semakin sadar masyarakat akan aturan hukum, maka 
semakin tinggi pengetahuan mereka akan hak dan kewajibannya dan 
semakin luas pula suara-suara yang menuntut agar hukum memainkan 
peranannya di bidang kesehatan. Hal ini pula yang menyebabkan 
masyarakat (pasien) tidak mau lagi menerima begitu saja cara 
pengobatan yang dilakukan oleh pihak medis. Pasien ingin mengetahui 
bagaimana tindakan medis dilakukan agar nantinya tidak menderita 
kerugian akibat kesalahan dan kelalaian pihak medis.7 
Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan menyatakan 
banyaknya kasus malpraktik di Indonesia adalah akibat sistem kesehatan 
yang tidak menunjang. Menurut data Yayasan Pemberdayaan Konsumen 
Kesehatan Indonesia (YPKKI) dari tahun 1998 sampai tahun 2004 telah 
menangani 255 kasus malpraktik dan jarang diselesaikan sampai tingkat 
penyidikan yang dikarenakan polisi juga masih tidak paham tentang 
masalah kesehatan ini dan mengakibatkan penanganan polisi terhadap 
kasus malapraktik kurang optimal.8 
Kasus yang dialami oleh Ratih pada tahun 2011, dia menjalani 
operasi usus buntu di rumah sakit swasta di Jakarta Timur namun setelah 
menjalani operasi, Ratih mengalami pendarahan yang diikuti dengan 
                                                          
7 Soejami, 1992, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, Bandung, Citra Aditya, hal 
9. 
8  Indra Bastian Suryono, Op, Cit, Hal 112-113. 
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infeksi dan pembusukan jaringan yang membuat Ratih harus mengalami 
cacat perut, karena luka yang dideritanya tidak kunjung sembuh, ketika 
keluarga dari Ratih meminta keterangan dari dokter yang menangani 
penyakit yang diderita Ratih, dokter tersebut hanya menjelaskan kepada 
keluarga dengan bahasa kedokteran yang tidak dimengerti, walaupun 
telah diadukan kepada Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan 
Indonesia (YPKKI) namun sampai saat ini belum ada penyelesaiannya.9 
Kasus yang dialami oleh seorang Ibu di Lombok pada bulan 
Januari tahun 2012, yang melahirkan di salah satu rumah sakit umum di 
Lombok namun bayinya meninggal dunia pada saat proses melahirkan, 
tragisnya bayi tersebut meninggal dengan kepala yang terputus dan 
kepalanya masih tertinggal di dalam perut, sehingga harus dilakukan 
operasi caesar untuk mengambil kepala bayi yang terputus tersebut. Disini 
pihak dari pasien tidak terima dan menganggap pihak dari rumah sakit 
telah melakukan malpraktik, kemudian keluarga pasien meminta 
pertanggungjawaban kepada pihak dari rumah sakit tersebut, namun 
pihak dari rumah sakit merasa prosedur yang dilakukan telah benar, 
karena pihak dari rumah sakit tidak mau bertanggungjawab maka 
keluarga pasien melaporkan rumah sakit tersebut ke Polres setempat, 
namun sampai saat ini belum ada penyelesaiannya.10 
Balitbangda Sulsel bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unhas telah mengadakan penelitian 
                                                          
9 Indra Bastian Suryono, Ibid, Hal 11-12. 
10 http//www.opensubscriber.com/massage/dokter@itd.ac.id. Diaksespada 14 pebruari 2016 
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implementasi program kesehatan gratis di layanan rumah sakit 
berdasarkan kepesertaan, kelas perawatan, hak pelayanan sesuai 
petunjuk teknis program sudah berjalan baik kecuali obat yang masih 
ditemukan peresepan obat paten maupun pencatatan administrasi 
keuangan yang tidak standar. Penelitian dilaksanakan pada empat rumah 
sakit yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Dg Radja 
Bulukumba (wilayah selatan), Rumah Sakit Labuang Baji (gerbang selatan 
Makassar) dan Rumah Sakit Daya (gerbang utara Makassar), serta 
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Parepare (wilayah 
utara). Dalam penelitian ini ditemukan pasien yang seharusnya tidak 
menjadi peserta program kesehatan gratis. Sedangkan kepuasan pasien 
di keempat rumah sakit dipersepsi puas berdasarkan lima dimensi 
kepuasan. Namun, beberapa sub dimensi masih dipersepsikan buruk oleh 
pasien seperti perawat yang masih membeda-bedakan dalam pelayanan, 
kurangnya persediaan alat medis dan non medis, sampai kebersihan 
lantai kamar mandi dan seprei.11  
Dari fakta-fakta yang di kutip di atas, menggambarkan bahwa 
masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam memberikan pelayanan 
kesehatan. Hal itu juga memberikan jawaban bahwa masih lemahnya 
perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Seperti yang sering 
ditemui dalam penyelesaian keluhan pasien kebanyakan diselesaikan 
melalui jalur kekeluargaan, bahkan jika bersengkata pun tetap akan 
                                                          
11 Fatma Afriyanti Gobel. 2010. Catatan Akhir Program Kesehatan Gratis 2010 , (online), 
(www.compasiana.com diakses Tanggal 14 Pebruari 2016) 
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ditempuh melalui jalur mediasi. Jalur kekeluargaan yang ditempuh 
seharusnya tetap memperoleh kekuatan hukum agar suatu hari tidak 
menimbulkan kerugian pada pasien.  
Ditinjau dari segi ilmu kemasyarakatan, hubungan antara dokter 
dengan pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang dominan, 
sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang 
untuk melawan. Posisi demikian ini secara historis berlangsung selama 
bertahun-tahun, dimana dokter memegang peranan utama, baik karena 
pengetahuan dan keterampilan khusus yang ia miliki, maupun karena 
kewibawaan yang dibawa olehnya karena ia merupakan bagian kecil 
masyarakat yang semenjak bertahun tahun berkedudukan sebagai pihak 
yang memiliki otoritas dalam memberikan bantuan pengobatan 
berdasarkan kepercayaan penuh pasien.12 
Namun demikian dokter serta pihak-pihak yang terlibat dalam 
pelayanan kesehatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang 
berkualitas kepada pasien. Dalam Pasal 2 Undang-undang No 29 Tahun 
2004 menyatakan bahwa praktek kedokteran berasaskan Pancasila 
berdasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusian, 
keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien. Sedangkan 
tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada pasien, 
mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang 
                                                          
12 Wila Chandrawila, 2001, Hukum Kedokteran, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 12. 
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diberikan oleh dokter serta memberikan kepastian hukum kepada 
masyarakat.13 
Pelayanan kesehatan berawal dari hubungan kepercayaan antara 
dokter dan pasien yang dalam perkembangannya sering disebut dengan 
transaksi terapeutik atau perjanjian terapeutik yang artinya adalah suatu 
transaksi atau perjanjian untuk menentukan terapi atau memberikan jasa 
penyembuhan yang paling tepat bagi pasien oleh seorang dokter. 
Hubungan antara dokter dengan seorang pasien yang tertuang dalam 
perjanjian terapeutik menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi 
keduanya. Dimana bila berbicara hak dan kewajiban pasti tidak akan  
terlepas dari upaya perlindungan hukum. Seperti yang diatur dalam 
Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Dari penjelasan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa 
perlindungan hukum pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan 
kesehatan mengandung permasalahan yang sangat kompleks dan 
menarik untuk diteliti. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji 
lebih dalam mengenai perlindungan hukum dalam pelaksanaan pelayanan 
kesehatan. 
Berdasarkan survey awal yang penulis lakukan di Rumah Sakit 
Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang diketahui bahwa 
perlindungan hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan belum 
berjalan secara optimal karena pemberi layanan tidak melakukan 
                                                          
13 Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 3 
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tugasnya sesuai standar operasional prosedur dan kode etik yang berlaku 
sehingga hak pasien tidak terpenuhi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 
mengkaji topik ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN 
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT NENE MALLOMO KABUPATEN 
SIDRAP”. 
 
B.  Rumusan Masalah 
 
 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 
rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah kebijakan perlindungan hukum dalam pelaksanaan 
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten 
Sidrap? 
2. Faktor-faktor apakah yang menunjang dan menghambat implementasi 
perlindungan hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di 
Rumah Sakit  Nene Mallomo Kabupaten Sidrap? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui kebijakan perlindungan hukum dalam pelaksanaan 
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten 
Sidrap 
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2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat 
implementasi perlindungan hukum dalam pelaksanaan pelayanan 
kesehatan di Rumah Sakit  Nene Mallomo Kabupaten Sidrap 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
 
Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi : 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 
pengembangan Ilmu Hukum khususnya perlindungan hukum dalam 
pelaksanaan pelayanan kesehatan. Disamping itu juga, akan 
menambah pengalaman dan wawasan penulis serta menjadi acuan 
bagi peneliti selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak 
rumah sakit termasuk dokter dan tenaga kesehatan lain dalam 
menginplementasikan perlindungan hukum dalam pelaksanaan 
pelayanan kesehatan serta menjadi acuan dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan tenaga kesehatan kepada pasien sebagai 
konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan. 
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BAB II 
 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Pelayanan Kesehatan 
 
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan 
 
Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan 
dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Definisi 
pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo adalah 
sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah 
pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif( peningkatan kesehatan ) 
dengan sasaran masyarakat.14 Yang dimaksud sub sistem disini adalah 
sub sistem dalam pelayanan kesehatan adalah input, proses, output, 
dampak, umpan balik. 
 Sedangkan menurut Levey dan Loomba (1973), Pelayanan 
kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara 
bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 
memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun 
masyarakat.15 
                                                          
14 Soekidjo Notoatmodjo. 2008. Sosiologi untuk kesehatan. Salemba medika. 
Jakarta 
15 Azrul Azwar. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan. Binarupa Aksara, Tangerang Selatan.  
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Pelayanan Kesehatan merupakan hal yang penting yang harus 
dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang 
berlaku. Pada hakikatnya pelayanan merupakan suatu usaha untuk 
membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta 
dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan 
oleh konsumen/pemakainya. Menurut Gronroos, suatu pelayanan 
dikatakan mempunyai kualitas yang baik jika memenuhi kriteria sebagai 
berikut: profesionalisme dan keterampilan (profesionalisme and skill), 
sikap dan perilaku (attitudes and behaviour), mudah dicapai dan fleksibel 
(accessibility and flexibility), reliabel dan terpercaya (reliability and 
trustwothiness), perbaikan (recovery), dan reputasi dan kredibilitas 
(reputations and credibility.16 
 Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah penggunaan fasilitas 
pelayanan yang disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, 
kunjungan rumah oleh petugas kesehatan ataupun bentuk kegiatan lain 
dari pemanfaatan pelayanan tersebut yang didasarkan pada ketersediaan 
dan kesinambungan pelayanan, penerimaan masyarakat dan kewajaran, 
mudah dicapai oleh masyarakat, terjangkau serta bermutu.17 
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di 
samping sandang pangan dan papan, tanpa hidup yang sehat, hidup 
manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit manusia tidak 
                                                          
16  Sutopo (2011) , Standar Kualitas Pelayanan Medis, Mandar Maju, Jakarta,hal 11. 
17 Azwar Asrul (1994). Program Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan, Yayasan 
Penerbitan IDI Brown, Jakarta.  
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mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Selain itu 
orang yang sedang sakit (pasien) yang tidak dapat menyembuhkan 
penyakitnya sendiri, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari 
tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya dan tenaga 
kesehatan tersebut akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya 
kesehatan dengan cara memberikan  pelayanan kesehatan.18  
Didalam ketentuan Umum yang ada pada Undang-undang Nomor 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memang tidak disebutkan secara jelas 
mengenai Pelayanan Kesehatan namun hal tersebut tercermin pada Pasal 
1 ayat (11) Ketentuan Umum yang berbunyi :  
“ Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian 
kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan  Indarkesehatan 
masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, 
pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau 
masyarakat”.  
 
Sistem pelayanan kesehatan melalui rumah sakit adalah tatanan 
daripada tingkat pelayanan rumah sakit yang disusun menurut pola 
rujukan timbale balik antara masyarakat, puskesmas, rumah sakit, dan 
sarana kesehatan lainnya sehingga tercapai pelayanan yang bermutu, 
berdaya guna dan berhasil guna. 19 
2. Asas-asas Pelayanan Kesehatan 
 Kesehatan adalah modal dasar manusia untuk hidup produktif dan 
berdaya guna. Kesehatan memang bukan segalanya, namun tanpa 
kesehatan segalanya menjadi tidak berarti. Dalam ketentuan umum 
                                                          
18  Wila Chandrawila, 2001, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, hal 35 
19  Indar, 2001, Etika dan Hukum Kesehatan, Makassar, FKM Unhas, hal 51 
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang Kesehatan disebutkan 
bahwa : 
“kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, 
spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk 
hidup produktif secara sosial dan ekonomis”: 
 
Kesehatan adalah investasi bagi setiap orang, untuk itu diperlukan 
upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup 
sehat melalui pembangunan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 
36 tahun 2009 tentang kesehatan, pembangunan kesehatan 
diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, 
manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, 
keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. 
Selain asas-asas tersebut, Veronica Komalawati menjabarkan 
asas-asas hukum yang berlaku dan mendasari pelayanan kesehatan 
sebagai berikut 20 : 
a) Asas Legalitas  
Asas ini pada dasarnya tersirat di dalam Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3) 
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 
menyatakan bahwa ;  
(1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan. 
(2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 
bidang keahlian yang dimiliki. 
                                                          
20 Veronica Komalawati, 2002, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terepeutik 
(Persetuajuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien); Suatu Tinjauan Yuridis, Bandung, PT.Citra 
Aditya Bhakti. hal. 126-133 
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(3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan 
wajib memiliki izin dari pemerintah. 
 
Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka pelayanan kesehatan 
hanya dapat diselenggarakan apabila tenaga kesehatan yang 
bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan perizinan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
b) Asas Keseimbangan 
Menurut asas ini, penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus 
diselenggarakan secara seimbang antara kepentingan individu dan 
kepentingan masyarakat, antara fisik dan mental, antara material dan 
spiritual. 
c) Asas Tepat Waktu 
Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, asas tepat waktu ini 
merupakan asas yang cukup krusial, oleh karena sangat berkaitan 
dengan akibat hukum yang timbul dari pelayanan kesehatan.Akibat 
kelalaian dokter untuk memberikan pertolongan tepat pada saat yang 
dibutuhkan dapat menimbulkan kerugian pada pasien.Berlakunya asas 
ini harus diperhatikan dokter, karena hukumnya tidak dapat menerima 
alasan apapun dalam hal keselamatan nyawa pasien yang terancam 
yang disebabkan karena keterlambatan dokter dalam menangani 
pasiennya. 
d) Asas Itikad Baik  
Asas itikad baik ini pada dasarnya bersumber pada prinsip etis untuk 
berbuat baik pada umumnya yang perlu pula diaplikasikan dalam 
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pelaksanaan kewajiban dokter terhadap pasien dalam pelayanan 
kesehatan. Dokter sebagai pengemban   profesi, penerapan asas 
itikad baik akan tercermin pada sikap penghormatan terhadap hak-hak 
pasien dan pelaksanaan praktik kedokteran yang selalu patuh dan taat 
terhadap standar profesi. Kewajiban untuk berbuat baik ini tentunya 
bukan tanpa batas, karena berbuat baik harus tidak boleh sampai 
menimbulkan kerugian pada diri sendiri. 
e) Asas Kejujuran 
Kejujuran merupakan salah satu asas yang penting untuk dapat 
menumbuhkan kepercayaan pasien kepada dokter dalam pelayanan 
kesehatan.Berlandaskan asas kejujuran ini dokter berkewajiban untuk 
memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien, 
yakni sesuai standar profesinya.Penggunaan berbagai sarana yang 
tersedia pada institusi pelayanan kesehatan, hanya dilakukan sesuai 
dengan kebutuhan pasien yang bersangkutan.Di samping itu, 
berlakunya asas ini juga merupakan dasar bagi terlaksananya 
penyampaian informasi yang benar, baik dari pasien maupun dokter 
dalam berkomunikasi. Kejujuran dalam menyampaikan informasi 
sudah barang tentu akan sangat membantu dalam kesembuhan 
pasien. Kebenaran informasi ini sangat berhubungan dengan hak 
setiap manusia untuk mengetahui kebenaran. 
f) Asas Kehati-hatian 
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Kedudukan dokter sebagai tenaga profesional di bidang kesehatan, 
mengharuskan agar tindakan dokter harus didasarkan atas ketelitian 
dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pelayanan 
kesehatan.Karena kecerobohan dalam bertindak yang mengakibatkan 
terancamnya jiwa pasien, dapat berakibat dokter terkena tuntutan 
pidana. Asas kehati-hatian ini secara yuridis tersirat di dalam Pasal 58 
ayat (1) yang menentukan bahwa : 
“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, 
tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang 
menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam 
pelayanan kesehatan yang diterimanya”.  
 
Dalam pelaksanaan kewajiban dokter, asas kehati-hatian ini 
diaplikasikan dengan mematuhi standar profesi dan menghormati hak 
pasien terutama hak atas informasi dan hak untuk memberikan 
persetujuan yang erat hubungannya dengan informed consent dalam 
transaksi terapeutik.  
g) Asas Keterbukaan  
Salah satu asas yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 
36 tahun 2009 adalah asas penghormatan terhadap hak dan 
kewajiban, yang secara tersirat di dalamnya terkandung asas 
keterbukaan. Hal ini dapat diinterpretasikan dari Penjelasan Pasal 2 
angka (9) yang berbunyi ;   
“Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa 
pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban 
masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum”. 
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Pelayanan kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna hanya 
dapat tercapai bilamana ada keterbukaan dan kesamaan kedudukan 
dalam hukum antara dokter dan pasien dengan didasarkan pada sikap 
saling percaya.Sikap tersebut dapat tumbuh apabila dapat terjalin 
komunikasi secara terbuka antara dokter dan pasien, dimana pasien 
dapat memperoleh penjelasan dari dokter dalam komunikasi yang 
transparan. 
Selain Veronica Komalawati, Munir Fuady sebagaimana yang dikutip 
oleh Veronica Komalawati mengemukakan pendapatnya bahwa, di dalam 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan terdapat beberapa asas etika 
modern dari praktik kedokteran yang disebutkan oleh Catherine Tay Swee 
Kian antara lain sebagai berikut 21 : 
a) Asas Otonom 
Asas ini menghendaki agar pasien yang mempunyai kapasitas sebagai 
subyek hukum yang cakap berbuat, diberikan kesempatan untuk 
menentukan pilihannya secara rasional sebagai wujud penghormatan 
terhadap hak asasinya untuk menentukan nasibnya sendiri. Meskipun 
pilihan pasien tidak benar, dokter tetap harus menghormatinya dan 
berusaha untuk menjelaskan dengan sebenarnya menurut 
pengetahuan dan keahlian profesional dokter tersebut agar pasien 
benar-benar mengerti dan memahami tentang akibat yang akan timbul 
tatkala pilihannya tidak sesuai dengan anjuran dokter. Dalam hal 
                                                          
21 Veronica Komalawati, Ibid, Hal 129 
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terjadi demikian, menjadi kewajiban dokter untuk memberikan 
masukan kepada pasien tentang dampak negatif yang mungkin timbul 
sebagai akibat ditolaknya anjuran dokter tersebut. 
b) Asas Murah Hati 
Asas ini mengajarkan kepada dokter untuk selalu bersifat murah hati 
dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasiennya. Berbuat 
kebajikan, kebaikan dan dermawan merupakan anjuran yang berlaku 
umum bagi setiap individu. Hal ini hendaknya dapat diaplikasikan 
dokter dalam pengabdian profesinya dalam pelayanan kesehatan yang 
dilakukan baik terhadap individu pasien maupun terhadap kesehatan 
masyarakat. 
c) Asas Tidak Menyakiti 
Dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien, dokter 
hendaknya mengusahakan untuk tidak menyakiti pasien tersebut, 
walaupun hal ini sangat sulit dilakukan, karena kadang-kadang dokter 
harus melakukan pengobatan yang justru menimbulkan rasa sakit 
kepada pasiennya. Jika terjadi hal terjadi demikian, maka dokter harus 
memberikan informasi kepada pasien tentang rasa sakit yang mungkin 
timbul sebagai akibat tindakan yang dilakukan guna kesembuhan 
pasien tersebut dan agar pasien tidak menganggap apa yang telah 
dilakukan dokter bertentangan dengan asas tidak menyakiti. 
d) Asas Keadilan 
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Keadilan harus dilakukan dokter dalam memberikan pelayanan 
kesehatan dalam artian bahwa dokter harus memberikan pengobatan 
secara adil kepada pasien dengan tidak memandang status sosial 
ekonomi mereka. Di samping itu, asas ini juga mengharuskan dokter 
untuk menghormati semua hak pasien antara lain hak atas 
kerahasiaan, hak atas informasi dan hak memberikan persetujuannya 
dalam pelayanan kesehatan. 
e) Asas Kesetiaan 
Asas kesetiaan mengajarkan bahwa dokter harus dapat dipercaya dan 
setia terhadap amanah yang diberikan pasien kepadanya. Pasien 
berobat kepada dokter karena percaya bahwa dokter akan 
menolongnya untuk mengatasi penyakit yang dideritanya. Hal ini 
merupakan amanah yang harus dilaksanakan dokter dengan penuh 
tanggung jawab untuk menggunakan segala pengetahuan dan keahlian 
yang dimilikinya demi keselamatan pasiennya. 
f) Asas Kejujuran 
Asas ini mengajarkan bahwa, dalam pelayanan kesehatan 
menghendaki adanya kejujuran dari kedua belah pihak, baik dokter 
maupun pasiennya. Dokter harus secara jujur mengemukakan hasil 
pengamatan dan pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien, dan 
pasien pun harus secara jujur mengungkapkan riwayat perjalanan 
penyakitnya. Dalam praktik pelayanan kesehatan, pelaksanaan 
Informed Consent harus berorientasi pada kejujuran. 
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3. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan  
 Pelayanan kedokteran berbeda dengan pelayanan kesehatan 
masyarakat, untuk dapat disebut sebagai suatu pelayanan yang baik, 
keduanya harus memiliki berbagai persyaratan pokok. Syarat pokok 
pelayanan kesehatan yaitu 22: 
a. Tersedia dan Berkesinambungan (Available and Continuous) 
Syarat pokok pertama pelayanan kesehatan adalah harus tersedia di 
masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continuous), 
artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat 
tidak sulit untuk ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat 
pada setiap dibutuhkan. 
b. Dapat Diterima dan Wajar (Acceptable and Appropriate) 
Pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan 
dan kepercayaan masyarakat.Pelayanan kesehatan yang 
bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, dan kepercayaan 
masyarakat, serta bersifat tidak wajar bukanlah suatu pelayanan 
kesehatan yang baik. 
c. Mudah Dicapai (Accessible) 
Pengertian ketercapaian adalah dari sudut lokasi.Pengaturan distribusi 
sarana kesehatan menjadi sangat penting untuk mewujudkan 
pelayanan kesehatan yang baik.Pelayanan kesehatan dianggap tidak 
                                                          
22  Azrul Azwar, Ibid, Hal 45 
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baik apabila terlalu terkonsentrasi di daerah perkotaan saja dan tidak 
ditemukan di pedesaan. 
d. Mudah Dijangkau (Affordable) 
Pengertian keterjangkauan terutama dari sudut biaya.Biaya pelayanan 
kesehatan harus sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. 
e. Bermutu (Quality) 
Mutu menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan 
yang diselenggarakan, disatu pihak dapat memuaskan para pemakai 
jasa pelayanan, dan di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai 
dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan.  
 
4. Standar Pelayanan Kesehatan  
Bagian penting dari suatu pelayanan kesehatan adalah tersedia 
dan dipatuhinya standar, karena pelayanan kesehatan yang bermutu 
adalah bila pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar yang 
ada.Umumnya petugas banyak menemui variasi pelaksanaan pelayanan 
kesehatan.Dalam penjaminan mutu pelayanan kesehatan standar 
digunakan untuk menjadikan variasi yang ada seminimal mungkin. 23 
Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan 
termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus 
semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat 
keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan 
                                                          
23  Bustami, 2011, Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptabilitasnya, Jakarta, 
Erlangga. Hal. 21. 
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ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa 
kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang 
sebesar-besarnya. 24 
Dari pengertian di atas maka apabila dihubungkan dengan standar 
pelayanan kesehatan maka disini sudah pasti berhubungan dengan 
pemberi pelayanan kesehatan itu sendiri seperti puskesmas atau rumah 
sakit sebagai tempat yang memberikan pelayanan kesehatan, dan secara 
langsung hal tersebutberhubungan dengan tenaga kesehatan, maka untuk 
mengetahui standar pelayanan kesehatan kita dapat melihatnya dari 
standar profesi medik/ standar kompetensi tenaga kesehatan. 25 
Untuk mengetahui standar pelayanan kesehatan maka harus 
melihat pada standar pelayanan kesehatan yang harus dimiliki oleh 
pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini penyedia layanan kesehatan 
seperti puskesmas atau rumah sakit dan dari tenaga kesehatan itu sendiri 
seperti dokter, perawat, apoteker dan lain-lain. Pelayanan kesehatan baik 
di puskesmas, rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan lainnya 
merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling 
terkait, saling tergantung, saling mempengaruhi antara satu sama lain. 
                                                          
24 Indra Bastian Suryono, Penyelesaian Sengketa Kesehatan, Salemba Medika, hal. 182 
25  Ibid, Hal 183 
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Standar pelayanan kesehatan yang baik terdiri dari 3 (tiga) 
komponen yang harus dimiliki yaitu adanya masukan (input, disebut juga 
structure), proses, dan hasil (outcome). 26 
a. Masukan (Input)  
Masukan (Input) yang dimaksud disini adalah sarana fisik, 
perlengkapan dan peralatan, organisasi dan manajemen keuangan, 
serta sumber daya manusia dan sumber daya lainnya di puskesmas 
dan rumah sakit.Beberapa aspek penting yang harus mendapat 
perhatian dalam hal ini adalah kejujuran, efektivitas, serta kuantitas 
dan kualitas dari masukan yang ada. Pelayanan kesehatan yang baik 
memerlukan dukungan input yang bermutu yaitu sumber daya yang 
ada perlu diorganisasikan dan dikelola sesuai denganperundang-
undangan dan prosedur kerja yang berlaku dalam hal ini adalah 
memiliki tenaga kesehatan yang baik yang bekerja secara profesional. 
b. Proses yang Dilakukan 
Proses adalah semua kegiatan atau aktivitas dari seluruh karyawan 
dan tenaga profesi dalam interaksinya dengan pelanggan. Baik 
tidaknya proses yang dilakukan di puskesmas atau rumah sakit dapat 
diukur dari: 
1) Relevan atau tidaknya proses yang diterima oleh pelanggan dalam 
hal ini pasien; 
2) Efektif atau tidaknya proses yang dilakukan; dan  
                                                          
26  Bustami, 2011, Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan, Erlangga, Jakarta, hal. 16-17 
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3) Mutu proses yang dilakukan. 
Variable proses merupakan pendekatan langsung terhadap pelayanan 
kesehatan. Semakin patuh petugas atau tenaga kesehatan terhadap 
standar pelayanan kesehatan, maka semakin baik pula standar 
pelayanan kesehatan yang dimiliki. 
c. Hasil yang Dicapai 
Hasil yang dicapai disini merupakan tindak lanjut dari pelayanan 
kesehatan yang diberikan terhadap pasien, apakah pelayanan 
kesehatan yang diberikan telah sesuai dengan standar pelayanan 
kesehatan yang ada atau tidak dapat dilihat dari hasil pengobatan 
yang diberikan kepada pasien dan apakah pasien tersebut dengan 
melihat dari kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan tersebut. 
Mengenai standar pelayanan kesehatan di rumah sakit diatur 
dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129 Tahun 2008 Tentang 
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Hal tersebut berarti segala hal 
yang bersangkutan dengan standar pelayanan kesehatan harus sesuai 
dengan yang ada didalam peraturan menteri tersebut. 
Standar Pelayanan Minimal Di Rumah Sakit Menurut Peraturan 
Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar 
Pelayanan Minimal Rumah Sakit antara lain : 
1). Gawat Darurat 
 Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa 
memenuhi standar100%. 
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 Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam 
 Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang 
masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD 100 % 
 Kesediaan tim penanggulangan bencana 1 tim 
 Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat ≤ 5 menit 
terlayani setelah pasien dating 
 Kepuasan pelanggan ≥ 70 % 
 Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka 
100 % 
 Kematian pasien ≤ 24 jam ≤ dua per seribu (pindah ke 
pelayanan rawat inap setelah 8 jam) 
2). Rawat Jalan 
 Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis 100% Dokter 
Spesialis 
 Ketersediaan pelayanan 
a) Klinik Anak 
b) Klinik Penyakit Dalam 
c) Klinik Kebidanan 
d) Klinik Bedah 
 Jam buka pelayanan 08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali 
Jum’at : 08.00 - 11.00 
 Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 60 menit 
 Kepuasan pelanggan ≥ 90 % 
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3) Rawat Inap 
 Pemberi pelayanan di Rawat Inap berupa dokter spesialis dan 
perawat minimal pendidikan D3 
 Dokter penanggung jawab pasien rawat inap 100 % dokter 
spesialis 
 Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap anak, penyakit dalam, 
kebidanan, bedah 
 Jam Visite Dokter Spesialis 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja 
 Kejadian infeksi pasca operasi ≤ 1,5 % 
 Kejadian infeksi nosokomial ≤ 1,5 % 
 Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakhir kecacatan / 
kematian 100 % 
 Kematian pasien > 48 jam ≤ 0,24 % 
 Kejadian pulang Paksa ≤ 5 % 
 Kepuasan pelanggan ≥ 90 % 
 Rawat inap TB : 
a) Penegakan Dianogsis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB 
100% 
b) Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah 
sakit 100% 
 Ketersediaan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang 
memberikan pelayanan jiwa yaitu NAPZA,Gangguan psikotik, 
Gangguan Nerotik, dan Gangguan Mental Organik 
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 Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena 
bunuh diri 100% 
 Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 
bulan 100% 
 Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa ≤ 6 minggu 
4) Bedah Sentral (Bedah saja ) 
 Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari 
 Kejadian Kematian di meja operasi ≤ 1 % 
 Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 100 % 
 Tidak adanya kejadian operasi salah orang 100 % 
 Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi 100 % 
 Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing / lain pada tubuh 
pasien setelah operasi 100 % 
 Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi, dan salah 
penempatan endotracheal tube ≤ 6 % 
 Persalinan dan Perinatalogi (kecuali rumah sakit khusus diluar 
rumah sakit ibu dan Anak) 
 Kejadian kematian ibu karena persalinan 
a) Perdarahan ≤ 1 % 
b) Pre –Eklamsia ≤ 30% 
c) Sepsis ≤ 0,2 % 
 Pemberi pelayanan persalinan normal Dokter Sp.OG, Dokter 
Umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal) atau Bidan 
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 Pemberi pelayanan dengan persalinan penyulit Tim PONEK yang 
terlatih. 
 Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi adalah 
Dokter Sp.OG,  Dokter Sp.A,  dan Dokter Sp.An 
 Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr 100% 
 Pertolongan Persalinan melalui seksio cesaria ≤ 20 % 
 Keluarga Berencana : 
a) Persentase KB (Vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh 
tenaga kompeten dr. Sp.OG, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dokter umum 
terlatih 100% 
b) Persentase peserta KB mantap yang mendapatkan konseling 
KB mantap oleh bidan terlatih 100% 
 Kepuasan Pelanggan ≥ 80 % 
6) Intensif 
 Rata-rata Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan 
kasus yang sama < 72 jam yaitu ≤ 3 % 
 Pemberi pelayanan Unit intensif 
a) Dokter Sp.Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus 
yang ditangani 
b) 100 % perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir 
ICU/setara (D4) 
7) Radiologi 
 Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 3 jam 
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 Pelaksana ekspertisi Dokter Spesialis Radiologi 
 Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen Kerusakan foto ≤ 2% 
 Kepuasan pelanggan ≥ 80 % 
8) Laboratorium Patologi Klinik 
 Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 140 menit 
 Kimia darah & darah rutin Pelaksana ekspertisi 
 Dokter Spesialis Patologi Klinik Tidak adanya kesalahan pemberian 
hasil pemeriksaan laboratorium 100 % 
 Kepuasan pelanggan ≥ 80 % 
9) Rehabilitasi Medik 
 Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik 
yang direncanakan ≤ 50 % 
 Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik 100 % 
 Kepuasan pelanggan ≥ 80 % 
10) Farmasi 
 Waktu tunggu pelayanan 
a) Obat jadi ≤ 30 menit 
b) Obat Racikan ≤ 60 menit 
 Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat 100% 
 Kepuasan pelanggan ≥ 80 % 
 Penulisan resep sesuai formularium 100 % 
11) Gizi 
 Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien ≥ 90 % 
31 
 
 
 Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien ≤ 20% 
 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet 100 % 
12) Tranfusi Darah 
 Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan tranfusi 100 % terpenuhi 
 Kejadian reaksi tranfusi ≤ 0,01 % 
13)  Pelayanan GAKIN 
 Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap 
unit pelayanan 100 % terpenuhi 
14) Rekam Medik 
 Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai 
pelayanan 100% 
 Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi 
yang jelas 100% 
 Waktu penyediaan dokomen rekam medik pelayanan rawat jalan   
≤ 10 menit 
 Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat Inap ≤ 15 menit 
15) Pengelolaan Limbah 
 Buku mutu limbah cair 
a) BOD < 30 mg/1 
b) COD < 80 mg/1 
c) TSS < mg/1 
d) PH 6-9 
 Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan 100 % 
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16) Administrasi dan manajemen 
 Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi 100 % 
 Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 100 % 
 Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat 100 % 
 Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala 100 % 
 Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun          
≥ 60 % 
 Cost recovery ≥ 40 % 
 Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 100 % 
 Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien 
rawat inap ≤ 2 jam 
 Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif ) sesuai kesepakatan 
waktu 100 % 
17)  Ambulance/ Kereta Jenazah 
 Waktu pelayanan ambulance / kereta jenazah 24 jam 
 Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di 
rumah saki ≤ 30 menit 
 Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang 
membutuhkan Sesuai ketentuan daerah 
18) Pemulasaraan Jenazah 
 Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah 
≤ 2 jam 
19)  Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit 
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 Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat ≤ 80 % 
 Ketepatan waktu pemeliharaan alat 100 % 
 Peralatan laboratorium dan alat ukur yang di gunakan yang 
digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan 
ketentuan kalibrasi 100 % 
20) Pelayanan Laundry 
 Tidak adanya kejadian linen yang hilang 100 % 
 Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap 100 % 
21) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi ( PPI ) 
 Adanya anggota tim PPI yang terlatih ≥ 75 % 
 Tersedia APD disetiap instalasi / departement ≥ 60 % 
 Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI 
(health care associated infections) di rumah sakit (minimum 1 
parameter) ≥ 75%. 
Standar Pelayanan tersebut menjadi pedoman bagi tenaga 
kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, dan standar pelayanan 
kesehatan tersebut juga menentukan apakah pelayanan kesehatan yang 
diberikan oleh institusi kesehatan telah sesuai dengan standar yang telah 
ditentukan. 
Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
Pasal 24 menetapkan bahwa : 
(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus 
memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna 
pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur 
operasional. 
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(2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi. 
(3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar 
pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 
 
 
B. Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 
 
 
1. Pengertian Perlindungan Hukum 
 
Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak 
asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut 
diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-
hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum 
adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak 
hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik 
dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.27 
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan 
martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki 
oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan 
atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat 
melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti 
hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari 
sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.28 
                                                          
27 Satjipto Rahardjo, 1993. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang sedang berubah, 
Jurnal Masalah Hukum 
28 Philipus M.Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, BIna Ilmu. 
Hal25 
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Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 
penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 
ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 
menikmati martabatnya sebagai manusia.29 
Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum 
ada dua macam, yaitu : 30 
a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif  
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum 
suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 
Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan 
hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang 
didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya 
perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk 
bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada 
diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai 
perlindungan hukum preventif.  
b. Sarana Perlindungan Hukum Represif  
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 
sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum 
                                                          
29  Setiono, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret  
30 Philipus Hadjon, Op.Cit. Hal 30 
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dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori 
perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 
tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena 
menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban 
masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari 
perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip 
negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan 
terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan 
terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat 
dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. 
Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya 
pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman 
kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau 
lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.  
Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil 
dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa 
keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk 
menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat 
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yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. 
Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) dalam 
negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). 
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, 
penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur : 31 
a. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit)  
b. Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit)  
c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)  
d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit).  
Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar 
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara 
profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan 
tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan 
hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian 
hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-
wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena 
dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan 
damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan 
penegakkan hukum. 
Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam 
kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh 
                                                          
31 Ishaq. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta, Sinar Grafika. Hal 43 
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akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, 
ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.  
 
 
2. Hubungan Hukum Dokter dengan Pasien 
 
Hubungan antara pasien, dokter, dan rumah sakit selain sebagai 
ikatan hubungan medis juga berbentuk sebagai ikatan/hubungan hukum. 
Sebagai hubungan medis maka akan diatur oleh kaidah-kaidah medis, 
sebagai hubungan hukum tentu akan diatur pula oleh kaidah hukum. 
Dalam ikatan demikianlah masalah persetujuan tindakan kedokteran 
(informed consent) muncul, di satu sisi tim dokter mempunyai kewajiban 
untuk melaksanakan tindakan kedokteran, di sisi lain pasien atau keluarga 
pasien mempunyai hak mendapatkan penjelasan/informasi tentang apa 
yang akan dilakukan dokter.  
Pada dasarnya hubungan hukum antara dokter dan pasien pada 
transaksi terapeutik itu bertumpuh pada dua macam hak asasi manusia 
yang dijamin oleh dokumen maupun konvensi internasional (Koeswadi, 
1992) yaituh hak untuk menentukan nasib sendiri ( the right to self 
determination) dan hak untuk mendapatkan informasi (the right to 
information). Kedua hak itu bertolak dari hak atas perawatan (the right to 
health care).32 
                                                          
32 Indar. 2010. Etika dan Hukum Kesehatan. Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin. Hal 241-
242. 
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Dulu dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dianggap 
tahu segalanya (father knows best) oleh pasien. Sehingga melahirkan 
hubungan yang paternalistik antara dokter dan pasien. Pola hubungan 
paternalistik ini identik dengan pola hubungan vertikal dimana kedudukan 
atau posisi antara pemberi jasa pelayanan kesehatan dan penerima 
pelayanan kesehatan tidak sederajat. Oleh karena itu dalam hubungan 
yang paternalistic ini, si sakit menyerahkan nasib sepenuhnya kepada 
Dokter.33 
Dengan berkembang pesatnya sarana informasi melalui berbagai 
mass media, kerahasiaan profesi dokter mulai terbuka, sementara itu 
keawaman pasien terhadap kesehatan mengalami perubahan ke arah 
masyarakat yang terdidik dalam bidang kesehatan. Semakin 
meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap 
tanggung jawab atas kesehatannya sendiri, mengakibatkan pergeseran 
paradikma yang berlaku dari kepercayaan yang semula tertuju kepada 
kemampuan dokter secara pribadi sekarang bergeser ke arah 
kemampuan ilmu dari sang pengobat. Dari sinilah kemudian timbul 
kesadaran warga masyarakat untuk menuntut adanya hubungan yang 
seimbang antara dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan 
dengan pasien sebagai pihak penerima jasa pelayanan kesehatan, 
dimana pasien tidak lagi sepenuhnya pasrah kepada dokter. 
                                                          
33 Anny Isfandyarie, 2006. Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter. Buku I. Prestasi 
Pustaka, Jakarta. Hal 89 
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Pola hubungan dokter dan pasien menurut Szas dan Hollender       
( 1956 ), dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : 34 
a. Activity – Passivity  
Pola hubungan ini terjadi pada pasien yang keselamatan jiwanya 
terancam, atau sedang tidak sadar, atau menderita gangguan mental 
berat. Pola terapi terjadi dalam keadaan pasien tidak berdaya. 
 
b. Guidance – Cooperation  
Pola ini terjadi bila keadaan penyakit pasien tidak terlalu berat. 
Meskipun sakit, pasien tetap sadar dan memiliki perasaan serta 
kemampuan sendiri. Ia berusaha mencari pertolongan pengobatan dan 
bersedia bekerja sama. Walaupun dokter mengetahui lebih banyak, ia 
tidak semata-mata menjalankan wewenangnya, namun mengharapkan 
kerja sama pasien yang diwujudkan dengan menuruti nasihat dan aturan 
dokter.  
c. Mutual Participation  
Filosofi dasar dari pola pendekatan ini adalah berdasarkan 
pemikiran bahwa setiap menusia memiliki martabat dan hak yang sama. 
Pola ini terjadi pada mereka yang ingin memelihara kesehatan dengan 
melakukan medical check up atau pada pasien yang menderita penyakit 
kronis seperti hipertensi atau diabetes melitus. Pasien secara sadar dan 
aktif berperan dalam pengobatan terhadap dirinya sendiri.  
                                                          
34  Ari Yunanto dan Helmi, 2007. Hukum Pidana, Mal Praktik Medik.  
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Koeswadji (Hukum Kedokteran, 1998:46) menyebutkan ada dua 
pola hubungan antara dokter dan pasien yaitu pola hubungan vertikal 
yang paternalistik dan pola hubungan horisontal yang kontraktual.35 
 
3. Perlindungan Hukum Pasien 
Berbicara mengenai perlindungan hukum pasien sebagai 
konsumen maka harus melihat terlebih dahulu mengenai pengertian dari 
perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Pasal 1 
ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen). Hal ini diartikan bahwa adanya upaya mengenai adanya 
kepastian hukum itu dengan cara memberikan perlindungan hukum 
kepada konsumen. Perlindungan hukum pasien sebagai konsumen disini 
berkaitan dengan adanya jasa yang diberikan oleh tenaga kesehatan. 
Jasa adalah setiap setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau 
prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 
konsumen.(Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen).Dalam permasalahan yang diangkat 
penulis mengenai perlindungan pasien, adalah pasien di sini merupakan 
konsumen dalam bidang jasa medis.   
                                                          
35 Anny Isfandiarie. Op.Cit. hal. 94.   
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Sebagaimana yang diatur didalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen melalui penjelasan, bagian umum, menentukan 
beberapa Undang-undang yang materinya melindungi kepentingan 
konsumen, yang salah satunya adalah UU No. 23 Tahun 1992 ( diganti 
menjadi UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).  
Pembentukan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, didasari pada pemikiran bahwa kedudukan konsumen yang 
lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha, disamping itu 
konsumen yang pada dasarnya tidak mengetahui hak-haknya karena 
pendidikan konsumen yang rendah dan UU Perlindungan Konsumen 
memberikan landasan bagi pemberdayaan konsumen. Selain itu tujuan 
diberlakukannya UU No. 8 Tahun 1999 adalah mewujudkan 
keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha 
sehingga tercipta perekonomian yang sehat. 36 
Dilihat dari kedudukan pasien dan konsumen, maka pasien tidak 
identik dengan konsumen, sebab hubungan yang unik antara tenaga 
kesehatan dan pasien, sangat sulit disamakan hubungan antara 
konsumen dengan pelaku usaha di bidang ekonomi. Dilihat dari sudut 
pasien, maka pengaturan tentang perlindungan pasientidak dapat diambil 
dari UU No. 8 Tahun 1999, sebab selain terlalu umum, juga tidak mewakili 
kepentingan pasien yang sangat banyak dan juga sangat unik. Dilihat dari 
sudut tenaga kesehatan, maka tenaga kesehatan tidak dapat diidentikan 
                                                          
36 Wila Chandrawila, 2001, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, hal. 47. 
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dengan pelaku usaha di dalam bidang ekonomi, sebab pekerjaan dalam 
bidang kesehatan adalah pekerjaan yang banyak mengandung unsur 
sosial. 37 
Perlindungan hukum pasien sebagai konsumen memang tidak 
hanya harus diatur didalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Konsumen 
tetapi juga harus dikaitkan dengan apa yang diatur didalam UU No. 36 
Tahun 2009 yang mana didalamnya diatur secara jelas mengenai hak-hak 
pasien dan kewajiban pasien, hak-hak tenaga kesehatan dan kewajiban 
dari tenaga kesehatan itu sendiri sehingga didalamnya terdapat suatu pola 
hubungan antara pasien sebagai konsumen dan tenaga kesehatan 
sebagai pemberi jasa kepada konsumen yang akhirnya akan 
menimbulkan suatu perlindungan hukum terhadap pasien itu sendiri. 
Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pasien dalam 
kaitannya sebagai konsumen di bidang pelayanan kesehatan akan 
berkaitan pula dengan adanya pola hubungan antara tenaga kesehatan 
dengan pasien itu sendiri karena pola hubungan yang timbul tersebut juga 
akan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pasien.  
Hubungan antara dokter dan pasien telah terjadi sejak dahulu 
(zaman yunani kuno), dokter sebagai seorang yang memberikan 
pengobatan terhadap orang yangmembutuhkannya.Hubungan ini 
merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas 
                                                          
37 Wira Chandrawila, Ibid, hal. 48.  
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kepercayaan dari pasien terhadap dokter.Hubungan yang sangat pribadi 
itu oleh Wilson dalam bukunya Veronika Komalawati, digambarkan seperti 
halnya hubungan antara pendeta dan jemaah yang sedang mengutarakan 
perasaannya.Pengakuan pribadi itu sangat penting bagi eksplorasi diri, 
membutuhkan kondisi yang terlindung dalam ruang konsultasi. 38 
a. Syarat Sahnya Transaksi Terapeutik  
Sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Endang Kusuma Astuti, 
menyebutkan bahwa, didalam membuat suatu perjanjian para pihak harus 
memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH  Perdata tentang syarat sahnya 
suatu perjanjian yaitu : 39 
 Adanya kata sepakat diantara para pihak. 
 Kecakapan para pihak dalam hukum.  
 Suatu hal tertentu. 
 Kausa yang halal.  
 Oleh sebab itu didalam perjanjian diperlukan kata sepakat, sebagai 
langkah awal sahnya suatu perjanjian yang diikuti dengan syarat-syarat 
lainnya maka setelah perjanjian tersebut maka perjanjian itu akan berlaku 
sebagai Undang- undang bagi para pihaknya hal itu diatur dalam Pasal 
1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi :  
                                                          
38 Endang, Kusuma Astuti, 2009, Transaksi Teurapetik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah 
Sakit, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 97. 
39 Endang Kusuma Astuti, op, cit, hal. 155. 
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“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. 
 Disamping kedua asas diatas ada satu faktor utama yang harus 
dimiliki oleh para pihak yaitu  adanya suatu itikad baik dari masing-masing 
pihak untuk melaksanakan perjanjian. Asas tentang itikad baik itu diatur 
didalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang berbunyi : 
“ Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. 
b. Berakhirnya Transaksi Terapeutik 
Untuk menentukan kapan berakhirnya hubungan dokter – pasien 
sangatlah penting, karena segala hak dan kewajiban dokter juga akan ikut 
berakhir. Dengan berakhirnya hubungan ini, maka akan menimbulkan 
kewajiban bagi pasien untuk membayar pelayanan pengobatan yang 
diberikannya. Berakhirnya hubungan ini dapat disebabkan karena 40: 
1) Sembuhnya pasien 
Kesembuhan pasien dari keadaan sakitnya dan menganggap dokter 
sudah tidak diperlukannya lagi untuk mengobati penyakitnya dan 
pasien maupun keluarganya sudah mengganggap bahwa  penyakit 
yang dideritanya sudah benar-benar sembuh, maka pasien dapat 
mengakhiri hubungan transaksi terapeutik dengan dokter atau rumah 
sakit yang merawatnya. 
2) Dokter mengundurkan diri 
                                                          
40  Al Purwohardiwardoyo, 1989, Etika Medik, Kanisius, Yogyakarta, hal .13. 
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Seorang dokter boleh mengundurkan diri dari hubungan dokter – 
pasien dengan alasan sebagai berikut : 
a) Pasien menyetujui pengunduran diri tersebut.  
b) Kepada pasien diberi waktu dan informasi yang cukup, sehingga ia 
bisa memperoleh pengobatan dari dokter lain. 
c) Karena dokter merekomendasikan kepada dokter lain yang sama 
kompetensinya untuk menggantikan dokter semula itu dengan 
persetujuan pasiennya. 
d) Karena dokter tersebut merekomendasikan (merujuk) ke dokter lain 
atau rumah sakit lain yang lebih ahli dengan fasilitas yang lebih 
baik dan lengkap.  
3) Pengakhiran oleh Pasien 
Adalah hak pasien untuk menentukan pilihannya akan meneruskan 
pengobatan dengan dokternya atau memilih pindah ke dokter lain atau 
Rumah Sakit lain. Dalam hal ini sepenuhnya  terserah pasien karena 
kesembuhan dirinya juga  merupakan  tanggung jawabnya sendiri. 
4) Meninggalnya pasien. 
5) Sudah selesainya kewajiban dokter seperti ditentukan didalam kontrak. 
6) Didalam kasus gawat darurat, apabila dokter yang mengobati atau 
dokter pilihan pasien sudah datang, atau terdapat penghentian 
keadaan kegawatdaruratan. 
7) Lewat jangka waktu apabila kontrak medis itu ditentukan untuk jangka 
waktu.  
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 Setelah membahas mengenai pola hubungan antara pasien 
dengan tenaga kesehatan dan dari pola hubungan tersebut dikenal juga 
dengan adanya transaksi teurapetik antara dokter/ tenaga kesehatan 
dengan pasien maka dari pola hubungan tersebut akan menimbulkan hak 
dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pasien.    
4. Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter dalam Pelaksanaan 
Pelayanan Kesehatan 
Seperti yang telah dibahas bahwa dengan adanya pola hubungan 
antara tenaga kesehatan dengan pasien akan menimbulkan adanya hak 
dan kewajiban bagi pasien. Hak memberi kenikmatan dan keleluasaan 
kepada individu di dalam melaksanakannya. Sedangkan kewajiban adalah 
pembatasan dan beban. 41 Ada beberapa pengertian hak, antara lain: 
a) Hak didalam pengertian umum yaitu tuntutan seseorang terhadap 
suatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, 
moralitas dan legalitas.42 
b) Hak sendiri merupakan suatu kepentingan yang dilindungi hukum, 
sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok 
yang diharapkan dipenuhi. 
Hak mengandung 4 unsur, yaitu : 
                                                          
41 Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty. Hal. 39. 
42 Nila Ismani, 2001, Etika Keperawatan. Jakarta, Widya Medika. Hal 20. 
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a) Subjek hukum : segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan 
dibebani kewajiban. Kewenangan untuk menyandang hak dan 
kewajiban ini disebut kewenangan hukum. 
b) Obyek hukum : segala sesuatu yang menjadi fokus atau tujuan 
diadakannya hubungan hukum.  
c) Hubungan hukum : hubungan yang terjalin karena peristiwa hukum. 
d) Perlindungan hukum : segala sesuatu yang mengatur dan menentukan 
hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan hubungan 
hukum, sehingga kepentingannya terlindungi. 
 Ada dua macam hak, antara lain : 
a) Hak Absolut : memberi kewenangan pada pemegangnya untuk 
berbuat dan tidak berbuat yang pada dasarnya dapat dilaksanakan 
siapa saja dan melibatkan setiap orang. Isi hak absolut ini ditentukan 
oleh kewenangan pemegang hak. 
b) Hak relatif : hak yang berisi wewenang untuk menuntut hak yang 
hanya dimiliki seorang terhadap orang- orang tertentu. 43 
 Kemampuan profesional tenaga kesehatan merupakan salah satu 
indikator kepercayaan pasien terhadap dunia medis khususnya tenaga 
kesehatan, maka sudah sebaiknya kepercayaan tersebut harus dilakukan 
menurut standar profesi dan berpegang teguh pada kode etik 
medik.Kedudukan dokter yang selama ini dianggap lebih tinggi dari pasien 
                                                          
43 Nila Ismani, Ibid, hal. 38-40. 
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merupakan dampak dari keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap 
hak-hak mereka dari timbulnya hubungan hukum antara pasien dan dokter 
sebagai tenaga profesi.Dengan semakin maju dan meningkatnya 
kemampuan pengetahuan masyarakat, hubungan tersebut secara 
perlahan-lahan mengalami perubahan.44 
 Kepercayaan kepada dokter secara pribadi berubah menjadi 
kepercayaan terhadap kemampuan ilmu (science) dan pengalaman 
(experience) yang dimiliki oleh dokter bersangkutan dalam dunia 
kedokteran dan teknologi.Penyalahgunaan kemampuan yang dimiliki 
dokter sebagai tenaga profesi yang merugikan pasien dan atau 
bertentangan dengan hukum dinamakan malpraktik (negligence) di bidang 
kedokteran.Maka oleh sebab itu penjelasan tentang hak dan kewajiban 
pasien secara hukum sangat penting dilakukan. Pengetahuan tentang hak 
dan kewajiban pasien diharapkan akan meningkatkan kualitas sikap dan 
tindakan yang cermat dan kehati-hati dari tenaga kesehatan dalam 
mejalani tugas profesinya sebagai dokter. Keselamatan dan 
perkembangan kesehatan merupakan landasan mutlak bagi dokter dalam 
menjalankan praktik profesinya.Seorang dokter harus melakukan segala 
upaya semaksimal mungkin untuk menangani pasiennya. 
 Untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien maka para 
pihak harus memahami hak yang melekat pada pasien.Dalam hal ini yang 
dimaksud dengan konsumen adalah pasien. Mengenai hak-hak konsumen 
                                                          
44 Bahder Johan Nasution, op,cit, hal. 23. 
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diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 
menyebutkan , diantaranya; 
(1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
(2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
(3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa;  
(4) Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan; 
(5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
(6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
(7) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
(8) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundangundangan lainnya. 
Dari delapan butir hak konsumen yang tercantum diatas, terlihat 
bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen 
merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan 
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konsumen.Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan 
kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan 
keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam 
masyarakat. 
Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/atau jasa 
dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak 
membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan 
hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya 
berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika 
terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk 
didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, 
konpensasi sampai ganti rugi. 
Hak Pasien juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 yang menyatakan bahwa : “Setiap 
pasien mempunyai hak :  
a) memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang 
berlaku di Rumah Sakit; 
b) memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien; 
c) memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa 
diskriminasi; 
d) memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan 
standar profesi dan standar prosedur operasional; 
52 
 
 
e) memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien 
terhindar dari kerugian fisik dan materi; 
f) mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan; 
g) memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya 
dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 
h) meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada 
dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam 
maupun di luar Rumah Sakit; 
i) mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita 
termasuk data-data medisnya; 
j) mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan 
medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan 
komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan 
yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan; 
k) memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan 
dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang 
dideritanya; 
l) didampingi keluarganya dalam keadaan kritis; 
m) menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang 
dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya; 
n) memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam 
perawatan di Rumah Sakit; 
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o) mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit 
terhadap dirinya; 
p) menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan 
agama dan kepercayaan yang dianutnya; 
q) menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit 
diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar 
baik secara perdata ataupun pidana; dan 
r) mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan 
standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 Setelah berbicara mengenai hak tentunya harus berbicara 
mengenai kewajiban sebagai seorang pasien antara lain: 
a. Memeriksakan diri sedini mungkin kepada dokter. 
b. Memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang penyakitnya. 
c. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter. 
d. Menandatangani surat- surat Persetujuan Tindakan Medis atau 
Informed Consent (IC) surat jaminan dirawat di rumah sakit. 
e. Yakin pada dokternya dan yakin akan sembuh. 
f. Melunasi biaya perawatan. 
Kewajiban pasien yang diatur dalam Pasal 53 Undang Undang 
Praktik Kedokteran ini adalah : 
a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah 
kesehatannya; 
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b. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter atau dokter gigi; 
c. Mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan; dan 
d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. 
Demikian pula dokter dan dokter gigi dalam menjalankan 
profesinya mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur dalan UU 
No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada pasal 50 antara lain 
sebagai berikut:  
a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas 
sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.  
b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar 
prosedur operasional.  
c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau 
keluarganya. 
d. Menerima imbalan jasa. 
 
5. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit 
Dalam UU NO.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 1 
ayat (1) menyebutkan bahwa: Rumah Sakit adalah institusi pelayanan 
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, 
dan gawat darurat.  
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Hak Rumah Sakit diatur dalam UU NO.44 tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit pasal 30 ayat (1), yang menyatakan bahwa: Setiap Rumah 
Sakit mempunyai hak:  
a. Menentukan jumlah, jenis, dan kualkifikasi sumber daya manusia 
sesuaI dengan kualifikasi Rumah Sakit.  
b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, 
insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
c. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka 
mengembangkan pelayanan.  
d. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perUndang-undangan.  
e. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian  
f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan 
pelayananh kesehatan 
g.  Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit 
sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.  
h. Mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah 
Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikkan.  
Sedangkan kewajiban Rumah Sakit diatur dalam UU N0.44 tahun 
2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 29 Ayat (1): Setiap Rumah Sakit 
mempunyai kewajiban:  
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a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit 
kepada masyarakat.  
b. Memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, 
antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan 
pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.  
c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai 
dengan kemampuan pelayanan.  
d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada 
bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya.  
e. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu 
atau miskin.  
f. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan 
fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat 
darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban 
bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi 
kemanusiaan.  
g. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan 
kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien.  
h. Menyelenggarakan rekam medik.  
i. Meyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain 
sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, 
wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia.  
j. Melaksanakan sistem rujukan.  
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k. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar 
profesi dan etika serta peraturan perUndang-undangan.  
l. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak 
dan kewajipan pasien.  
m. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien.  
n. Melaksanakan etika rumah sakit.  
o. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penaggulangan 
bencana.  
p. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehtan baik secara 
regional maupun nasional.  
q. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran 
atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainya.  
r. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit ( 
hospital by lows).  
s. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas 
Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas.  
t. Memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan 
tanpa rokok.  
Berkaitan dengan persetujuan tindakan kedokteran, kewajiban     
Rumah Sakit diatur di dalam Pasal 9,10 dan 11 Kode Etik Rumah Sakit, 
antara lain:  
a. Pada pasal 9 menyatakan bahwa Rumah Sakit harus mengindahkan 
hak asasi pasien  
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b. Pada Pasal 10 menyatakan bahwa Rumah Sakit harus memberikan 
penjelasan apa yang diderita pasien, dan tindakan apa yang hendak 
dilakukan. \ 
c. Pasal 11 menyatakan bahwa Rumah Sakit harus meminta persetujuan 
pasien (informed consent) sebelum melakukan tindakan medic 
 
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum dalam 
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan  
Faktor yang mempengaruhi adanya perlindungan hukum terhadap 
pasien adalah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai perlindungan hukum terhadap pasien dan konsumen sehingga 
mengharuskan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya atau 
pada saat memberikan pelayanan kesehatan diwajibkan untuk 
memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
Dalam hal ini adanya Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan dan Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
serta Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
memberikan batasan-batasan tertentu kepada pemberi pelayanan 
kesehatan agar pada saat memberikan pelayanan kesehatan tidak 
bertentangan atau melanggar ketentuan dari ketiga Undang-undang 
tersebut.  Bagi tenaga kesehatan terdapat UU No. 36 Tahun 2014 
Tentang Tenaga Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan mengenai 
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sertaUndang-Undang tentang 
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praktik kedokteran yang harus dijadikan pedoman pada saat 
melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pasien sehingga secara 
langsung mempengaruhi adanya perlindungan hukum terhadap pasien. 
Selain harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan, 
tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan harus patuh 
terhadap etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Etika profesi adalah 
norma-norma, nilai-nilai, atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu 
dalam memberikan pelayanan atau “jasa” kepada masyarakat. Etika 
profesi kesehatan adalah norma-norma atau perilaku bertindak bagi 
petugas atau profesi kesehatan dalam melayani kesehatan 
masyarakat.45 
Setelah membahas mengenai tenaga kesehatan dan pelayanan 
kesehatan yang harus mematuhi peraturan sebagai faktor yang 
mempengaruhi adanya perlindungan hukum terhadap pasien, disini juga 
tidak terlepas pada peran serta dari pasien untuk memperoleh 
perlindungan hukum tersebut. Sebagaimana yang telah dibahas 
sebelumnya bahwa pasien mempunyai hak dan kewajiban, berkaitan 
dengan hak dan kewajiban inilah yang menentukan adanya perlindungan 
hukum terhadap pasien, untuk mendapatkan haknya pasien juga harus 
memenuhi kewajibannya, baik kewajiban secara moral maupun secara 
yuridis. Secara moral pasien berkewajiban memelihara kesehatannya dan 
menjalankan aturan-aturan perawatan sesuai dengan nasihat dokter atau 
                                                          
45 Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rieneka Cipta, Jakarta, hal. 36. 
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tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan seperti 
kewajiban untuk memberikan informasi, kewajiban melaksanakan nasihat 
dokter atau tenaga kesehatan, kewajiban untuk berterus terang apabila 
timbulnya masalah dalam hubungannya dengan dokter atau tenaga 
kesehatan, kewajiban memberikan imbalan jasa, dan kewajiban 
memberikan ganti   rugi, apabila tindakannya merugikan dokter atau 
tenaga kesehatan.46 
Jadi adanya perlindungan hukum tersebut dipengaruhi oleh adanya 
peraturan hukum dan kode etik tenaga kesehatan yang diharuskan 
memberikan pelayanan kesehatan yang benar dalam upaya melindungi 
pasien dan dalam perlindungan hukum itu sendiri, pasien berperan untuk 
melindungi dirinya sendiri dengan cara melaksanakan kewajibannya 
sebagai seorang pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
46 Bahder Johan Nasution, 2005.  Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter . PT. Rineka 
Cipta, Jakarta 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat 
deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan 
suatu keadaan dengan fakta-fakta yang dihubungkan dengan kebijakan 
hukum di bidang pelayanan kesehatan, teori-teori serta pendapat-
pendapat dari ahli hukum mengenai perlindungan hukum dalam 
pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit. 
Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka penelitian 
ini menggunakan dua pendekatan yaitu yuridis normatif dan yuridis 
empiris. Menggunakan yuridis normatif karena obyek penelitian ini adalah 
masalah kebijakan perlindungan hukum. selain itu menggunakan 
pendekatan empiris karena melihat implementasi penegakan kebjakan 
perlindungan hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah 
sakit tersebut yaitu dengan cara melihat fakta-fakta di rumah sakit dalam 
pelaksanaan pelayanan kesehatan. 
 
B. Lokasi Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten 
Sidenreng Rappang karena rumah sakit ini merupakan pusat rujukan di 
Kabupaten Sidenreng Rappang. 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga kesehatan yang 
bertugas di Rumah Sakit Nene Mallomo yang dan pasien yang 
dirawat di Rumah Sakit Nene Mallomo pada saat penelitian 
berlangsung. 
2. Sampel 
Sampel dalam penelitian ini terdiri dari : 
a. 1 orang Dokter Spesialis yang memberikan pelayanan 
kesehatan 
b. 1 orang Kepala Instalasi/Ruangan  
c. 2 orang Perawat/Bidan yang memberikan pelayanan kesehatan 
d. 1 orang Pihak Manajemen Rumah Sakit 
e. 1 orang Direktur Rumah Sakit sebagai penentu kebijakan 
f. 2 orang Pasien 
 
D. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu 
data primer dan data sekunder. 
63 
 
 
1. Data primer yaitu data yang terdiri dari peraturan perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah sidang 
pembentukan peraturan perundang-undangan. 
2. Data sekunder yaitu merupakan data yang di peroleh melalui 
wawancara yang di lakukan langsung dengan responden yang 
dapat mewakili beberapa sumber dalam hal ini adalah staf 
humas sekretariat Wakil Presiden dan beberapa pakar hukum. 
Serta publikasi tentang bahan hukum yang bukan merupakan 
catatan resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-buku teks, kamus 
hukum, jurnal-jurnal hukum dan makalah hukum. 
E. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang akurat dan benar dalam penelitian ini 
ditempuh prosedur sebagai berikut47: 
1. Studi kepustakaan (Library Research) 
Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami 
berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti  
2. Studi Lapangan (Field Reasearce)  
Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau 
objek penelitian. 
                                                          
47Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 176. 
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F. Analisis Data 
Data kemudian akan dianalisis secara normatif dan kualitatif. 
Analisis secara normatif berarti penelitian ini akan bertitik tolak pada 
peraturan perundang-undangan yang ada, sedangkan analis secara 
kualitatif berarti menganalisis data yang dinyatakan oleh responden 
secara tertulis atau lisan dan sesuai perilaku nyata. Data yang diteliti dan 
yang dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. 
Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan 
pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui 
wawancara yang dilakukan penulis dengan sumber-sumber data sekunder 
yang diperoleh melalui dokumentasi kepustakaan ataupun melalui cyber 
media. data yang terkumpul kemudian itulah yang dianalisis normatif dan 
kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. 
 
65 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
 
1. Bagaimana Kebijakan Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan 
Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidrap 
Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya maka, berbicara 
mengenai perlindungan hukum pasien sebagai pelaksanaan kesehatan 
dalam pelayanan kesehatan,maka harus melihat terlebih dahulu mengenai 
pengertian dari perlindungan pasien yaitu segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pasien (Pasal 
1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
paien Pelayanan Kesehatan). Hal ini diartikan bahwa adanya upaya 
mengenai adanya kepastian hukum itu dengan cara memberikan 
perlindungan hukum kepada pasien. 
Perlindungan hukum pasien sebagai pasien disini berkaitan dengan 
adanya jasa yang diberikan oleh tenaga kesehatan, namun sebelumnya 
perlu diketahui mengenai pengertian jasa. Sebagaimana yang dikemukakan 
oleh William Stantoa dan Jetzel J. Walker dalam Bukunya Malayu. S. P. 
Hasibuan menyatakan bahwa : 
Pelayanan adalah kegiatan yang dapat diidentifikasikan dan tidak 
berwujud yang merupakan tujuan penting dari suatu transaksi guna 
memberikan kepuasan pada pasien. 
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Pelayanan adalah setiap setiap layanan yang berbentuk pekerjaan 
atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 
pasien. (Pasal 1 ayat (5) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan pasien). Dalam permasalahan yang diangkat penulis 
mengenai perlindungan pasien, adalah pasien di sini merupakan pasien 
dalam bidang jasa medis. Perjanjian pasien dan dokter menimbulkan 
adanya hubungan serta akibat hukum berupa hak dan kewajiban masing- 
masing pihak. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut mendorong adanya 
perlindungan hukum terhadap pasien, mengingat pasien sering dirugikan 
dalam pelayanan kesehatan.  
Perlindungan hukum terhadap pasien dianggap perlu untuk diatur 
lebih mendalam dan luas di dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan 
pasien sebagai pasien, sehingga tercipta suatu kepastian hukum mengenai 
perlindungan hukum pasien tersebut. Hubungan hukum antara dokter 
dengan pasien telah terjadi sejak dahulu, dokter sebagai seorang yang 
memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan 
ini merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas 
kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan transaksi 
terapeutik.  
Transaksi terapeutik adalah transaksi antara dokter dan pasien untuk 
menentukan atau mencari terapi yang paling tepat bagi pasien. Transaksi 
antara dokter dan pasien menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal baik, 
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dan apabila hak dan kewajiban itu tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang 
sudah bersepakat mengadakan transaksi itu, maka wajarlah apabila pihak 
yang merasa dirugikan melakukan tuntutan gugatan. 
 Oleh karena pasien menyangkut semua individu, maka pasien 
mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum. Hubungan dokter 
pasien dalam transaksi terapeutik itu bertumpu pada dua macam hak asasi, 
yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas informasi. 
Hubungan tenaga kesehatan dengan pasien dilihat dari aspek hukum 
adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum. Hubungan 
hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal- balik. Hak 
tenaga kesehatan (dokter ataupun tenaga kesehatan lain) menjadi 
kewajiban pasien, dan hak pasien menjadi kewajiban tenaga kesehatan. 
Hubungan tenaga kesehatan dan pasien adalah hubungan dalam jasa 
pemberian pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa 
pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima jasa pelayanan 
kesehatan. 
Setiap dokter dituntut bertindak secara profesional dan senantiasa 
mengembangkan ilmunya. Sehingga pekerjaan kedokteran tidak pernah 
lepas dari riset dan pengembangan ilmunya sendiri. Kadangkala dokter lebih 
senang menggunakan metode yang sudah- sudah dan tidak mau mencari 
metode yang terbaik bagi pasiennya. Padahal setiap perkembangan 
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pengobatan akan sangat berguna bagi perkembangan kesehatan pasien 
dan masyarakat pada umumnya. 
Di samping itu seorang dokter tidak diperbolehkan menjalankan 
kewajibannya atas dasar keuntungan pribadi. Pada dasarnya kewajiban ini 
akan sulit dilakukan pada era di mana kapitalisme berkuasa. Pendidikan 
kedokteran yang harusnya ditempuh dengan biaya murah menjadi sangat 
mahal. Praktis seorang yang baru saja lulus dari pendidikan kedokteran 
akan dibebani kewajiban untuk mengembalikan biaya pendidikan yang 
besar dalam tempo waktu yang sesingkat- singkatnya. Hal tersebut 
berpengaruh terhadap pasien dan masyarakat pada umumnya. 
Kesulitan masyarakat saat ini khususnya pasien adalah pembiayaan 
kesehatan yang mahal. Tidak hanya dokternya tetapi untuk menjangkau 
sarana dan prasarana kesehatan juga harus dengan usaha yang tidak 
sedikit. Sehingga kebanyakan upaya untuk perlindungan terhadap pasien 
yang merupakan bagian dari masyarakat kurang terjamin. Kepentingan 
pasien menjadi tolok ukur semua pengobatan. Oleh karena itu seorang 
dokter wajib untuk merawat pasien sesuai dengan kebutuhan pasien. 
Didalam Hak dan kewajiban pasien sebagai pasien jasa dalam 
pelayanan kesehatan yang lebih menjadi sorotan adalah hak yang didapat 
oleh pasien sebagai wujud dari perlindungan hukum terhadap pasien. Hak 
yang sangat berhubungan erat dengan pasien adalah hak untuk 
menentukan nasibnya sendiri dan hak mendapat informasi. Hal yang 
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berkaitan dengan hak menentukan nasibnya sendiri adalah tindakan dokter 
terhadap pasien sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh pasien. 
Sedangkan hal yang berkaitan dengan hak mendapat informasi adalah 
informasi dari dokter mengenai keadaan yang berhubungan dengan pasien 
serta langkah- langkah untuk menanganinya. 
Persetujuan tindakan medis (informed consent) mencakup tentang 
informasi dan persetujuan, yaitu persetujuan yang diberikan setelah yang 
bersangkutan mendapat informasi terlebih dahulu atau dapat disebut 
sebagai persetujuan berdasarkan informasi. Informed consent adalah 
persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar 
penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien 
tersebut. 
Pada hakekatnya, hubungan antar manusia tidak dapat terjadi tanpa 
melalui komunikasi, termasuk juga hubungan antara dokter dan pasien 
dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena hubungan antara dokter dan 
pasien merupakan hubungan interpersonal, maka adanya komunikasi atau 
yang lebih dikenal dengan istilah wawancara pengobatan itu sangat penting. 
Melalui komunikasi, disini disebut sebagai wawancara maka maksud serta 
kehendak kedua belah pihak dapat jelas tertuang. Dengan begitu pasien 
mendapatkan pelayanan dan tindakan yang sesuai dengan keadaannya. 
Dokterpun menjalankan kewajibannya terhadap pasien sesuai dengan 
persetujuan yang ada, sehingga menghindarkan dari tindakan salah seorang 
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dokter terhadap pasien. Keselamatan atau penanganan yang benar dan 
kenyamanan pasien adalah suatu perwujudan perlindungan terhadap 
pasien. 
Perlindungan hukum pasien sebagai pasien memang tidak hanya 
harus diatur didalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang pasien tetapi juga harus 
dikaitkan dengan apa yang diatur didalam UU No. 36 Tahun 2009 yang 
mana didalamnya diatur secara jelas mengenai hak-hak pasien dan 
kewajiban pasien, hak-hak tenaga kesehatan dan kewajiban dari tenaga 
kesehatan itu sendiri sehingga didalamnya terdapat suatu pola hubungan 
antara pasien dan tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa kepada pasien 
yang akhirnya akan menimbulkan suatu perlindungan hukum terhadap 
pasien itu sendiri. 
 Disini peneliti melakukan penelitian secara langsung ke salah satu 
rumah sakit umum di kota sidrap yaitu RSUD Nene Mallomo guna 
melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum pasien sebagai pasien 
jasa dalam pelayanan kesehatan, untuk meneliti apakah perlindungan 
hukum terhadap pasien sebagai pasien jasa dalam pelayanan kesehatan 
sudah ada atau dapat dilaksanakan atau belum, peneliti menganalisis dari 
Undang-undang yang berkaitan dengan pasien sebagai pasien jasa dalam 
pelayanan kesehatan yaitu dengan menganalisis hak pasien, karena untuk 
menilai ada atau tidaknya perlindungan terhadap pasien maka yang lebih 
diutamakan adalah pemenuhan hak dari pasien itu sendiri dan peniliti 
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menganalisis dengan mengkaji UU No. 8 Tahun 1999 Tentang pasien, UU 
No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 Tentang 
Praktik Kedokteran dan UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yaitu 
sebagai berikut : 
Pasien rumah sakit adalah pasien, sehingga secara umum pasien 
dilindungi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
pasien Menurut pasal 4 UU No. 8/1999, hak-hak pasien adalah: 
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan; 
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa; 
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan; 
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan pasien secara patut; 
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan pasien; 
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif; 
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h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
Perlindungan Pasien Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan Pasal 56 yang berbunyi : 
1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh 
tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah 
menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut 
secara lengkap. 
2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak berlaku pada: 
a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke 
dalam masyarakat yang lebih luas; 
b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau 
c. gangguan mental berat. 
3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Pasal 57 yang berbunyi : 
1. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang 
telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. 
2. Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: 
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a. perintah undang-undang; 
b. perintah pengadilan; 
c. izin yang bersangkutan; 
d. kepentingan masyarakat; atau 
e. kepentingan orang tersebut.  
Pasal 58 yang berbunyi : 
1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga 
kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan 
kerugian akibat kesalahan atau kela laian dalam pelayanan 
kesehatan yang diterimanya. 
2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan 
penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam 
keadaan darurat. 
3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang 
Praktek Kedokteran juga merupakan Undang-Undang yang bertujuan 
untuk memberikan perlindungan bagi pasien. Hak-hak pasien diatur 
dalam pasal 52 UU No. 29 Tahun 2004 adalah: 
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a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3); 
b. meminta pendapat dokter atau dokter lain; 
c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; 
d. menolak tindakan medis; 
e. mendapatkan isi rekam medis. Perlindungan hak pasien juga 
tercantum dalam pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 
tentang Rumah Sakit, yaitu: 
1) memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang 
berlaku di Rumah Sakit; 
2) memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien; 
3) memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa 
diskriminasi; 
4) memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar 
profesi dan standar prosedur operasional; 
5) memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien 
terhindar dari kerugian fisik dan materi; 
6) mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan; 
7) memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan 
peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; 
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8) meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter 
lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di 
luar Rumah Sakit; 
9) mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita 
termasuk data data medisnya; 
10) mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan 
medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan 
komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan 
yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan; 
11) memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan 
dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya; 
12) didampingi keluarganya dalam keadaan kritis; 
13) menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang 
dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya; 
14) memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam 
perawatan di Rumah Sakit; 
15) mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit 
terhadap dirinya; 
16) menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan 
agama dan kepercayaan yang dianutnya; 
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17) menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit 
diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar 
baik secara perdata ataupun pidana; dan 
18) mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan 
standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan keempat Undang-undang tersebut maka peneliti secara 
garis besar menyimpulkan bahwa ada 5 (lima) jaminan hak pasien yang 
harus dipenuhi oleh pihak rumah sakit agar perlindungan hukum terhadap 
pasien sebagai pasien jasa dalam pelayanan kesehatan dapat terpenuhi 
yaitu : 
1. Jaminan Untuk Mendapat Informasi Pada Saat Diberikan Pelayanan 
Kesehatan 
2.  Jaminan Atas Keamanan, Kenyamanan dan Keselamatan Atas 
Pelayanan Kesehatan 
3. Jaminan Atas Persamaan Hak Dalam Pelayanan Kesehatan 
4. Jaminan Atas Kebebasan Memilih Atas Pelayanan Keperawatan 
5. Jaminan Atas Kebebasan Untuk Menuntut Hak-hak Yang Dirugikan 
Setelah menyimpulkan jaminan hak tersebut maka peneliti dalam 
melakukan penelitiannya menggunakan metode wawancara kepada 
pasien, dokter/tenaga kesehatan serta pejabat rumah sakit, seperti 
yang direncanakan sejak awal peneliti melakukan wawancara kepada 
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6 (Enam) Informan sebagai narasumber dan informan kunci yaitu 
kepada 1(satu) orang dokter (informan kunci), 1 (satu) pejabat rumah 
sakit), 1 (satu) perawat dan 3 (tiga) pasien/keluarga pasien yang 
bertempat di RSUD Nene Mallomo 
 
Dari hasil penelitian tersebut kemudian hasil penelitian dibuat dalam bentuk 
Matriks sebagai berikut : 
Matriks 1 : Kebebasan untuk menuntut hak – hak yang dirugikan 
NAMA INFORMAN HASIL PENELITIAN WAWANCARA 
“A” (Dokter) 
 
“pasien dapat mengadukannya kepada 
bidang pelayanan atau langsung ke UPM 
yang disediakan rumah sakit”. 
“ada dan langsung direspon” 
“Didengarkan baik baik baru diberi 
penjelasan secara berjenjang” 
“SH” (Pejabat Rumah Sakit) “jika  ada  keluhan  dari  pasien,  maka  
disini disediakan kotak saran  atau 
langsung ke UPM atau kotak saran  yang 
tersedia untuk menampung keluhan dari 
pasien dan dari keluhan pasien yang 
diterima dari kotak saran dan tersebut 
nantinya akan menjadi bahan evaluasi 
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bagi rumah sakit. Selain itu juga pasien 
dapat mengadukannya kepada bidang 
pelayanan, jika di Rawat Inap pasien 
dapat mengadukannya langsung kepada 
kepala Ruangan tersebut”  
“SY” (Pasien) “Yah, biasanya diarahkan ke kepala 
ruangan atau langsung ke bagian 
pelayanan rumah sakit.” Ada dan 
ditanggapi langsung oleh dokter. 
“Biasanya dokter mendengarkan komplen 
dan mencari solusinya. 
“X” (Perawat) “pasien dapat mengadukannya melalui 
UPM rumah sakit”. “Tentu ada dari  pihak 
rumah sakit memberikan respon tentang  
keluhan pasien tersebut”. “Diterima dan 
dijelaskan tentang apa yang pasien 
komplen. 
“BS” (Pasien) “saya biasanya diarahkan ke kapala 
ruangan tersebut. “saya mengadukan  
kepada  pihak  rumah  sakit secara 
langsung”. “Pihak rumah sakit 
menanggapinya lumayan baik”. 
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“MT” (Pasien) “saya mengadukan kepada perawatnya 
dan diarahkan ke UPM rumah sakit”. 
“saya diberikan solusinya langsung dari 
pihak rumah sakit. 
 
 Dari matriks tersebut dapat dijelaskan bahwa kebebasan untuk 
menuntut hak-hak yang dirugikan merupakan hak pasien dan hal ini sangat 
penting karena menyangkut hak pasien apabila dirugikan oleh dokter/tenaga 
kesehatan dan rumah sakit, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit Pasal 32 huruf Q dan R yang berbunyi : 
q) menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga 
memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara 
perdata ataupun pidana; dan 
r) mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar 
pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Dari ketiga Undang-undang tersebut sudah jelas bahwa ada hak 
pasien yang merasa dirugikan untuk menuntut haknya, hal ini ketika 
ditanyakan kepada dokter/tenaga kesehatan mengenai apabila ada keluhan 
dari pasien kemanakah pasien dapat mengadukannya dan bagaimanakah 
tanggapan atas pengaduan dari pasien tersebut, dokter/tenaga kesehatan 
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dan pejabat rumah sakit memberikan tanggapan yang beragam seperti 
pernyataan dokter “A” yang mengatakan bahwa: 
1. pasien dapat mengadukannya di bidang pelayanan. 
2. jika ada keluhan biasanya berkaitan dengan bidang pelayanan dan 
tanggapan tentu saja akan ada dari bidang pelayanan tersebut dan 
biasanya akan langsung diambil tindakan tertentu. 
Tanggapan dari pejabat rumah sakit sebut saja namanya “SH” yang 
mengatakan bahwa : 
“jika ada keluhan dari pasien, maka disini disediakan kotak saran 
untuk menampung keluhan-keluhan dari pasien dan dari keluhan pasien 
yang diterima dari kotak saran tersebut nantinya akan menjadi bahan 
evaluasi bagi rumah sakit. Selain itu juga pasien dapat mengadukannya 
kepada staff yang bersangkutan misalnya jika dirawat di Rawat Inap pasien 
dapat mengadukannya kepada kepala Ruangan Rawat Inap”.  
Menurut Undang-Undang 44 tahun 2009 tengtang rumah sakit mengatakan 
bahwa pada pasal 1 mengatakan bahwa : 
1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.  
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2. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan 
medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih 
lanjut. 
3. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang 
meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.  
4. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 
kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, 
baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.  
5.  Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.  
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  
7.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang  kesehatan.  
“Keluhan pasien tersebut ditanggapi dengan baik dan setelah ada 
keluhan maka dilakukan pendekatan kepada pasien dan apa yang 
dikeluhkan oleh pasien tersebut menjadi bahan evaluasi dan nantinya untuk 
penjaminan mutu Rumah Sakit kedepannya”. 
Tanggapan dari perawat sebut saja namanya “X” mengatakan bahwa 
“pasien dapat mengadukannya melalui kotak saran yang disediakan oleh 
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rumah sakit dan nantinya akan dibahas mengenai survey kepuasan pasien”. 
“tentu saja pihak dari rumah sakit memberikan respon terhadap keluhan 
pasien tersebut”. 
Pernyataan  dari  dokter/tenaga  kesehatan,  pejabat,  serta  pasien  
sangat beragam, jika dilihat dari tanggapan atau pernyataan yang diberikan 
oleh dokter/tenaga kesehatan, pejabat rumah sakit serta pasien maka dapat 
disimpulkan disini ada 3 (tiga) cara pasien mengadukan keluhan terhadap 
pelayanan kesehatan yang telah diberikan yaitu dengan kotak saran, 
mengadukan secara langsung kepada dokter atau perawat yang 
menanganinya serta kepada bidang pelayanan. 
Berdasarkan hasil wawancara kepada pasien hampir semuanya 
biasanya langsung mengadukannya kepada suster atau dokter yang 
merawatnya, seperti hasil wawancara kepada pasien sebut saja namanya 
“SY” mengatakan bahwa : 
“Yah,biasanya diarahkan ke kepala ruangan atau langsung ke bagian 
pelayanan rumah sakit”. 
“biasanya dokter langsung menanggapinya dan memberikan informasi 
mengenai apa yang harus saya lakukan dan juga dokter mengambil 
tindakannya secara langsung”. 
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Kemudian wawancara yang dilakukan kepada “MT” yang mengatakan 
bahwa : 
“saya mengadukan kepada perawatnya dan diarahkan ke UPM rumah sakit”.  
“saya diberikan solusinya langsung dari pihak rumah sakit ” 
Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa biasanya mereka 
memang mengadukannya secara langsung kepada perawat yang 
merawatnya namun apabila melihat pernyataan yang dikatakan oleh pasien 
“MT”, yang ada tanggapan dari perawat dan pihak rumah sakit yang 
merawatnya. 
Matriks 2 : Jaminan Atas Kebebasan Memilih Atas Pelayanan 
Kesehatan 
NAMA 
INFORMAN 
HASIL PENELITIAN WAWANCARA 
“A” (Dokter) “Tergantung jenis kartu jaminan yang di pakai oleh 
pasien atau  tergantung ekonomi pasien. 
“hak sepenuhnya dari pasien, dia boleh memilih 
tenaga  kesehatan  dan  kelas  perawatan  kecuali 
peserta jamkesmas karena sebagian haknya hilang 
karena  peserta  jamkesmas  adalah  pasien  yang 
ditanggung oleh pemerintah jadi pasien tersebut 
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sudah ditetapkan mengenai kelas perawatannya dan 
tidak  boleh  memilih  tenaga  kesehatan  yang 
diinginkannya karena pasien jamkesmas hanya 
diperuntukan untuk kelas III. ”  
“ada, pasien diminta persetujuannya untuk diberikan 
pelayanan kesehatan jika terjadi pergantian petugas ( 
dokter)” 
“SH”(Pejabat 
Rumah Sakit) 
 
“yah, pasien bebas memilih kelas perawatan jika 
pasien menggunakan kartu ASKES atau BPJS 
kesehatan non PBI 
“yah ada disampaikan langsung oleh perawat  atau 
kepala ruangan. 
“SY” (Pasien) “yah karena saya memilih kartu ASKES jadi saya bisa 
memilih kelas ”. 
“hal tersebut dengan syarat membayar selisih 
perawatan”. 
“waktu saya datang ke rumah sakit, saya diminta 
persetujuan oleh petugas  rumah sakit.” 
 
“X” (Perawat) “iya, kami hanya sebatas memberikan pelayanan 
kepada pasien dan yang memutuskan adalah pasien 
untuk perawatan yang selanjutnya dan mengenai 
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pemilihan dokter biasanya dengan kartu jaminan dari 
SO (sentral opname) yang sudah ditetapkan 
sebelumnya”. 
“pasien pasti diminta persetujuannya” 
“BS” (Pasien) ““Tidak, saya mengikuti apa yang dikatakan oleh 
dokter saja”. 
“hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada rumah 
sakit”. 
“mengenai persetujuan saya diminta persetujuan 
perawatan oleh rumah sakit” 
“MT” (Pasien) “tidak,  saya  rasa  untuk memilih  dokter  itu 
ditentukan oleh pihak rumah sakitnya kalau kelas 
perawatan kita diperbolehkan untuk memilih.  
mengenai persetujuan saya diminta persetujuannya. 
 
 
 Berdasarkan Matriks tersebut dapat dijelaskan bahwa Kebebasan 
Memilih Atas Pelayanan Kesehatan merupakan hak dari pasien, ada 3 (tiga) 
hal yang menjadi pokok memilih atas pelayanan kesehatan yaitu menolak 
atau menerima pelayanan kesehatan atau pengobatan yang 
direkomendasikan oleh dokter, memilih dokter dan kelas perawatan serta 
mendapatkan persetujuan pada saat diberikan pelayanan kesehatan. 
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Walaupun pada dasarnya setiap dokter dianggap memiliki 
kemampuan yang sama untuk melakukan tindak medis dalam bidangnya, 
pasien tetap berhak memilih dokter atau rumah sakit yang dikehendakinya. 
Hak ini dapat dilaksanakan oleh pasien, tentu saja dengan berbagai 
konsekuensi yang harus ditanggungnya misalnya masalah biaya. 
Sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2009 Tentang Kesehatan Pasal 56 angka (1) yang berbunyi : 
“Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh 
tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan 
memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”. 
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 
Pasal 52 huruf d pasien berhak: 
“menolak tindakan medis” 
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 
huruf g dan k yaitu: 
g) memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan 
peraturan yang berlaku di Rumah Sakit 
k) memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan 
oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya”. 
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Kebebasan memilih atas pelayanan kesehatan ini berkaitan dengan 
hak untuk menentukan nasib sendiri. Hak untuk menentukan nasib sendiri 
lebih dekat artinya dengan yang dimaksudkan dengan hak pribadi yaitu hak 
atas keamanan yang menyngkut mengenai hidup, bagian tubuh, kesehatan, 
kehormatan serta hak atas kebebasn pribadi. 
Hak-hak ini menurut John Locke tidak dapat diganggu gugat. Teori ini 
kemudian menjadi dasar pikiran United Nations Universal Declaration of 
Human Right. Setiap manusia berhak untuk dihargai, diakui, dihormati 
sebagai manusia dan diperlakukan secara manusiawi, sesuai dengan harkat 
dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. maka dari itu, seorang pasienpun 
sebagai manusia berhak dan harus diperlakukan sebagaimana mestinya.  
Asas dan dasar pemikiran yang telah diletakan dalam deklarasi ini, 
kemudian diikuti oleh negara-negara di dunia melalui konstitusi masing-
masing dan dalam hukum positifnya. 
Begitu pula dengan persetujuan tindakan medis (atau yang lebih 
dikenal dengan informed consent) merupakan hal yang sangat prinsip dalam 
profesi kedokteran jika ditinjau dari sudut hukum perdata ataupun pidana. 
Mengenai sayarat izin dari pasien dalam bukunya Joseph H.King JR dalam 
bukunya Endang Kusuma Astuti menyebutkan bahwa: 
1. Pasien sungguh-sungguh berkeinginan menjalani prosedur medis yang 
dibicarakan. 
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2. Terlepas dari keinginan dan keengganannya yang sebenarnya, pasien 
lewat sikapnya telah menunjukkan izin yang cukup bahwa hukum akan 
mendapati izin yang sah. 
Dari ketiga Undang-undang dan teori yang dikemukakan oleh para 
ahli tersebut jelas disebutkan bahwa pasien memang berhak untuk menolah, 
memilih dan menyetujui pengobatan yang diberikan kepadanya, seperti hasil 
wawancara kepada dokter “A” yang menyebutkan bahwa: 
“Tergantung jenis kartu jaminan yang di pakai oleh pasien atau  tergantung 
ekonomi pasien.” 
“hak sepenuhnya dari pasien, dia boleh memilih tenaga  kesehatan  dan  
kelas  perawatan  kecuali peserta jamkesmas karena sebagian haknya 
hilang karena  peserta  jamkesmas  adalah  pasien  yang ditanggung oleh 
pemerintah jadi pasien tersebut sudah ditetapkan mengenai kelas 
perawatannya dan tidak  boleh  memilih  tenaga  kesehatan  yang 
diinginkannya karena pasien jamkesmas hanya diperuntukan untuk kelas 
III.” pasien diminta persetujuannya untuk diberikan pelayanan kesehatan jika 
terjadi pergantian petugas ( dokter) 
Sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh dokter tersebut, 
keterangan yang diberikan oleh pejabat rumah sakit juga sama dengan apa 
yang dikatakan dokter, pejabat rumah sakit “SH” mengatakan bahwa : 
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“yah, pasien bebas memilih kelas perawatan jika pasien menggunakan kartu 
ASKES atau BPJS kesehatan non PBI”. “yah ada disampaikan langsung 
oleh perawat.” 
Hampir semua tenaga kesehatan yang diwawancarai 
mengungkapkan hal yang sama dan pasien yang diwawancarai juga hampir 
semua mengungkapkan yang sama namun yang berbeda hanya pada saat 
memilih dokter saja, seperti yang dikatakan oleh pasien sebut SY dengan 
perawatan VIP : 
yah karena saya memilih kartu ASKES jadi saya bisa memilih kelas ”. 
“hal tersebut dengan syarat membayar selisih perawatan”. 
“waktu saya datang ke rumah sakit, saya diminta persetujuan oleh petugas  
rumah sakit.” 
Sejalan dengan yang dikatakan oleh “SY”, sebut saja namanya “BS” 
pasien jamkesmas. ”Tidak, saya mengikuti apa yang dikatakan oleh dokter 
saja. Hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada rumah sakit. Mengenai 
persetujuan saya diminta persetujuan perawatan oleh rumah sakit.” 
Dari hasil temuan peneliti keterangan dokter atau tenaga kesehatan 
serta pejabat rumah sakit memang telah sesuai dengan apa yang dikatakan 
oleh pasien, mengenai kelas perawatan memang pasien “BS” tidak 
diperbolehkan memilih kelas perawatan dan diserahkan sepenuhnya kepada 
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pihak rumah sakit karena pasien “BS” merupakan peserta jamkesmas, jadi 
sebagian haknya hilang untuk memilih kelas perawatan karena telah dijamin 
oleh pemerintah yang menjadikannya harus menjalani perawatan dikelas III 
(Tiga), untuk dokter, memang biasanya jarang ditanya mengenai dokter 
siapa yang akan merawatnya kecuali ada rekomendasi yang mengharuskan 
pasien tersebut untuk dirawat oleh dokter tertentu atau pasien tersebut 
memang sebelumnya telah berkonsultasi dan diberikan perawatan oleh 
dokter tersebut, dan pihak rumah sakit biasanya memperbolehkannya, 
seperti yang dikatakan oleh perawat sebut saja namanya “X“ yang 
mengatakan bahwa : 
“iya, kami hanya sebatas memberikan pelayanan kepada pasien dan yang 
memutuskan adalah pasien untuk perawatan yang selanjutnya dan 
mengenai pemilihan dokter biasanya dengan kartu jaminan dari SO (sentral 
opname) yang sudah ditetapkan sebelumnya”. Pasien pasti diminta 
persetujuannya. 
Secara keseluruhan jaminan atas kebebasan memilih atas pelayanan 
kesehatan telah dilaksanakan sepenuhnya dan dapat diterima oleh pasien 
dengan implikasi baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya persetujuan 
dari pasien untuk diberikan pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga 
kesehatan, dengan adanya persetujuan dari pasien tersebut hal ini 
membuktikan bahwa pasien bebas untuk memilih tenaga kesehatan serta 
kelas perawatan yang diinginkannya dan rumah sakit tidak bertindak 
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sepihak kepada pasien pada saat pemberian pelayanan kesehatan serta 
adanya pernyataan dokter/ tenaga kesehatan, pejabat rumah sakit serta 
pasien sama yaitu pasien dimintai persetujuannya untuk diberikan 
pelayanan kesehatan atau pengobatannya. 
Matriks 3 :Jaminan Persamaaan Hak Dalam Pelayanan Kesehatan 
NAMA 
INFORMAN 
HASIL PENELITIAN WAWANCARA 
“A” (Dokter) Tidak ada perbedaan dalam melaksanakan 
pelayanan kesehatan dimana dokter atau petugas 
bekerja sesuai dengan SOP 
“tindakan diskriminatif tidak boleh dilakukan oleh 
tenaga kesehatan kepada pasien”. 
“SH” (Pejabat 
Rumah Sakit) 
“saya rasa tenaga kesehatan/rumah sakit sudah 
memperlakukan pasien dengan baik dan tidak ada  
perbedaan  terhadap  pelayanan  yang diberikan  
hanya  saja  jika  mengenai  fasilitas 
tentunya pasti berbeda disesuaikan dengan kelas 
atau ruangan perawatan yang diinginkan atau dipilih 
oleh pasien itu sendiri”. 
Saya rasa ditempat rumah sakit kami tidak adanya 
perbandingan pelayanan antara pejabat atau bukan 
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pejabat.  
“SY” (Pasien) “saya diperlakukan dengan baik disini dan tidak 
dibeda-bedakan baik oleh perawat ataupun oleh 
dokter.” 
“X” (Perawat) “mengenai hal tersebut tentunya yang merasakan 
pasien jadi mengenai hal tersebut saya kurang tahu.” 
 
“BS” (Pasien) “saya kira perbedaan itu tidak ada kerna menurut 
saya dokter atau petugas sudah bekerja sesuai 
dengan tugasnya masing-masing.” 
“MT” (Pasien) “iya, saya merasa tidak ada perbedaan walaupun 
saya dari keluarga yang kurang mampu tetapi 
setelah saya membayar saya di perlakukan dengan 
baik oleh pihak petugas rumah sakit”.  
 
Dari matriks tersebut dapat dijelaskan bahwa pasien harus diberikan 
jaminan atas persamaan hak dalam pelayanan kesehatan yang diberikan 
oleh rumah sakit sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang No. 44 
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 32 huruf C yaitu pasien berhak : 
“memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa 
diskriminasi” Sesuai dengan hal tersebut maka disini pasien harus 
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diperlakukan sama atau tidak diskriminatif, dari hasil wawancara kepada 
dokter atau tenaga kesehatan di rumah sakit hampir semuanya menyatakan 
bahwa tidak ada tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh dokter atau 
tenaga kesehatan dan pihak rumah sakit kepada pasien dan hal tersebut 
memang tidak diperbolehkan sebagaimana yang dikemukakan oleh salah 
seorang dokter sebut saja namanya “A” yang mengatakan: 
“Tidak ada perbedaan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan 
dimana dokter atau petugas bekerja sesuai dengan SOP. Tindakan 
diskriminatif tidak boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada pasien”. 
Sebagaimana yang dikatakan oleh dokter tersebut, peneliti juga 
menanyakannya kepada pasien karena tentunya yang mengalami adalah 
pasien, dari informan yang diwawancarai tanggapannya sama, ada yang 
menyebutkan bahwa dia diperlakukan dengan baik, seperti yang dikatakan 
oleh “SY” yang mengatakan bahwa : 
“saya diperlakukan dengan baik disini dan tidak dibeda-bedakan baik 
oleh perawat ataupun oleh dokter”. 
Berdasarkan temuan peneliti, tindakan diskriminatif bisa saja terjadi 
kepada pasien, seperti yang telah dijelaskan bahwa yang merasakan adalah 
pasien sendiri, hal tersebut seperti yang dikatakan oleh salah seorang 
perawat sebut saja namanya “X” yang mengatakan bahwa : 
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“mengenai hal tersebut tentunya yang merasakan pasien jadi mengenai hal 
tersebut saya kurang tahu.” 
Oleh karena itu yang telah disebutkan oleh Undang-undang No. 44 
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 32 huruf C yaitu pasien berhak : 
“memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi” 
Sesuai dengan hal tersebut maka disini pasien harus diperlakukan sama 
atau tidak diskriminatif, pihak rumah sakit menyatakan bahwa tidak ada 
tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan 
kepada pasien. 
Matriks 4 : Jaminan Atas Keamanan, Kenyamanan dan Keselamatan 
Atas Pelayanan Kesehatan 
NAMA 
INFORMAN 
HASIL PENELITIAN WAWANCARA 
“U” (Dokter) “saya  juga  harus  merahasiakan  kondisi  pasien 
kepada orang lain karena merupakan kode etik 
sebagai dokter” 
Yah jelas saya ada izin praktek. 
 
“SH” (Pejabatan 
Rumah Sakit) 
kerahasiaan penyakit pasien saya rasa itu  
merupakan  suatu  keharusan  dan  hal  tersebut 
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berkaitan  dengan  kode  etik yang  dimiliki  oleh 
seorang dokter . 
“petugas datang tanpa di panggil karna petugas sudah 
menyiapkan waktu tertentu untuk mengontrol keadaan 
seorang pasien. 
Dan tersedia tombol gawat didekat tempat tidur 
pasien. 
“sudah tentu kami menyediakan ruang perawatan 
yang nyaman dan di ruangan tersebut sudah di 
fasilitasi dengan haknya masing masing kelas 
pearawatan. 
“SY” (Pasien) 
 
Mengenahi kerahasian saya tidak tahu 
“yah saya merasa aman dan nyaman karena setiap 
waktu perawat rumah sakit mengontrol keadaan 
pasien. 
“X” (Perawat)  “kondisi  pasien harus  dirahasiakan karena 
merupakan kode etik rumah sakit”.  
“Iya, hal tersebut juga berkaitan dengan SOP rumah  
sakit  yang  mengharuskan adanya  jaminan  
keamanan,  keselamatan  dan 
kenyamanan selama di rawat di rumah sakit.” 
Ada waktu tersendiri untuk membesuk pasien. 
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untuk  keselamatannya  ada 
ruang  isolasi  pada  pasien  yang  mempunyai 
penyakit  menular,  supaya  tidak  menularkan 
penyakitnya kepada pasien lain. 
Dan siswa praktek tidak  boleh .memeriksa keadaan 
pasien tanpa didampingi perawat. 
“BS” (Pasien) Mengenai kerahasiaan saya tidak tau”.  
“saya rasa dal hal ini saya merasa aman dan nyaman 
” 
“MT” (Pasien) “mengenai kerahasiaan saya tidak tahu” saya 
serahkan kepada dokter yang bertanggung jawab. 
“Saya  kira  iya,  saya  cukup  aman,  nyaman 
walaupun belum sepenuhnya”. 
 
 Berdasarkan Matriks tersebut dapat dijelaskan bahwa Keamanan, 
Kenyamanan dan Keselamatan Atas Pelayanan Kesehatan merupakan hak 
dari pasien yang harus dipenuhi oleh dokter atau tenaga kesehatan dan 
yang paling berperan tentu saja dari pihak rumah sakit karena rumah sakit 
harus memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pada 
saat memberikan pelayanan kesehatan dan pada saat pasien dirawat di 
rumah sakit. 
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Dalam kegiatan pelayanan medis yang dilakukan rumah sakit 
tentunya terdapat kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang mengatur, 
terutama menyangkut tanggung jawab, baik menajemen rumah sakit 
maupun tenaga suka rela, dokter, tenaga perawat, dan hal lain yang 
berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit. 
Kaidah-kaidah atau aturan-aturan tersebutlah yang dimaksud dengan 
hukum rumah sakit. Berkaitan dengan keamanan, kenyamanan dan 
keselamatan tentunya ini merupakan kewajiban dari rumah sakit ketika 
memberikan perawatan atau pelayanan kesehatan terhadap pasien. 
Menurut J. Guwandi merumuskan bahwa : 
“Ke semua kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang perumasakitan dan 
pemberian pelayanan kesehatan di dalam rumah sakit oleh tenaga 
kesehatan serta akibat-akibat hukumnya” 
Sejalan dengan hal tersebut didalam Undang-undang Undang-
Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pada Pasal 32 huruf n 
yaitu pasien berhak : 
“memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan 
di rumah sakit” 
Dari hal tersebut sudah jelas bahwa keamanan, kenyamanan dan 
keselamatan pasien sangat penting. Dari hasil wawancara kepada tenaga 
kesehatan di rumah sakit semua informan yang diwawancarai mengatakan 
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bahwa pasien diberikan jaminan atas keamanan, kenyamanan dan 
keselamatan, seperti hasil wawancara kepada salah satu perawat sebut saja 
namanya “X” mengatakan bahwa : 
“Iya, hal tersebut juga berkaitan dengan SOP rumah sakit yang 
mengharuskan adanya  jaminan  keamanan,  keselamatan  dan 
kenyamanan selama di rawat di rumah sakit.” untuk  keselamatannya  ada 
ruang  isolasi  pada  pasien  yang  mempunyai penyakit  menular,  supaya  
tidak  menularkan penyakitnya kepada pasien lain. 
Sesuai dengan yang dikatakan oleh perawat tersebut, pasien juga 
mengatakan hal yang sama, semua pasien yang menjadi informan juga 
mengatakan bahwa mereka cukup aman dan nyaman selama dirawat di 
rumah sakit seperti pernyataan yang dikatakan oleh salah seorang pasien 
sebut saja namanya “BS” yang mengatakan bahwa : “Saya kira dalam hal ini 
saya merasa aman dan nyaman” 
Dari hasil temuan peneliti, rumah sakit memang telah memberikan 
jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan yang baik kepada 
pasiennya karena itu merupakan kewajiban dari rumah sakit dan merupakan 
standar operasional prosedur (SOP) yang harus dilaksanakan sebagai 
pedoman rumah sakit dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada 
pasiennya. Dalam hal ini rumah sakit telah melaksanakan standar 
operasional prosedur tersebut dengan baik. 
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Secara keseluruhan pemberian jaminan keamanan, kenyamanan dan 
keselamatan terhadap pasien selama mendapatkan pelayanan kesehatan 
sudah dilaksanakan dengan implikasi baik dan dapat diterima oleh pasien, 
hal ini dapat dibuktikan dari keterangan dokter/tenaga kesehatan serta 
rumah sakit yang menyatakan bahwa pemberian keamanan, kenyamanan 
dan keselamatan kepada pasien sudah dilakukan seperti adanya petugas 
keamanan yang disediakan pihak rumah sakit untuk menjaga keamanan 
pasien, serta untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan pasien pihak 
rumah sakit menyediakan ruangan khusus bagi pasien yang mempunyai 
penyakit yang menular. Dari keterangan yang diberikan oleh pasien selama 
pasien diberikan pelayanan kesehatan pasien merasa sudah diberikan 
keamanan, kenyamanan dan keselamatan selama dirawat di rumah sakit 
tersebut. 
Menurut Soedjono Soekanto rumusan rahasia medis seperti yang 
tercantum dalam beberapa literatur medis yaitu : “segala sesuatu yang 
disampaikan oleh pasien (secara sadar dan tidak sadar) kepada dokter dan 
segala sesuatu yang diketahui oleh dokter sewaktu mengobati dan merawat 
pasien” 
Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit, Pasal 32 huruf i yaitu pasien berhak : “mendapatkan privasi 
dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya”. 
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Matriks 5 : Jaminan Atas Informasi Atas Pelayanan Kesehatan 
NAMA INFORMAN HASIL PENELITIAN WAWANCARA 
“A” (Dokter) “kami memberikan informasi mengenai 
penyakit yang di derita oleh pasien. 
“ saya rasa pasien dapat mengerti mengenai 
apa yang saya jelaskan karena memakai 
bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien” 
“informasi mengenai tata tertib atau peraturan 
yang ada di rumah sakit biasanya dikasih tahu 
pasien atau pasien dapat membacanya 
disetiap lorong lorong rumah sakit ” 
“SH” (Pejabat 
Rumah Sakit) 
 
Mengenai informasi tata tertib hal tersebut 
sudah tercantum secara jelas di setiap sudut 
rumah sakit yaitu dengan adanya papan 
informasi bagi siapa  
saja yang datang ke rumah sakit dan dapat 
dibaca oleh  para  pengunjung  rumah  sakit  
misalnya mengenai  ketentuan  anak yang  
masih  dibawah 
umur 12 tahun tidak boleh masuk ke ruangan 
pasien,dilarang merokok diarea rumah sakit. 
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Hak dan kewajiban pasien tertera di dinding 
rumah sakit jadi pasien dapat membacanya 
dengan jelas. 
“SY” (Pasien) “iya,  dokter  menjelaskan  mengenai  
informasi penyakit yang diderita oleh anak 
saya” 
“saya mengerti dengan apa yang dijelaskan 
oleh dokter ”. 
 “saya mengetahuinya dari papan atau dinding 
ruangan mengenai tata tertib di rumah sakit 
ini” 
“Sebelum saya ditindaki saya diberikan 
selebaran untuk ditandatanangi apakah saya 
bersedia untuk ditindaki lebih lanjut. 
“X” (Perawat) “iya,  biasanya  memang  dokter  menjelaskan 
mengenai informasi dan hal-hal yang 
berkaitan dengan kondisi pasien tersebut 
kepada pasien atau 
keluarganya  
hak dan kewajiban pasien terpasang disetiap 
dinding ruangan. 
“saya  kira  pasien  mengerti  dengan  apa  
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yang dijelaskan dokter”  
 “biasanya sebelum ke ruangan perawatan 
pasien diberi informasi mengenai tata tertib 
rumah sakit”. 
Saya biasanya memberikan selebaran kepada 
pasien jika ingin ditindaki lebih lanjut. 
“BS” (Pasien) Saya melihat di selasar selasar rumah sakit 
tentang aturan rumah sakit begitupun hak dan 
kewajiban pasien. 
“Biasanya dijelaskan oleh dokternya. 
“ada info lanjut. 
“MT” (Pasien) “saya membacanya dari tulisan atau banner 
yang bertuliskan tata tertib rumah sakit begitu 
pula dengan hak dan kewajiban pasien ”. 
“Iya  ,  setelah  mendiagnosa  waktu  itu  
dokter memberikan informasi mengenai 
penyakit apa yang diderita”. 
“mengenai persetujuan saya diminta 
persetujuannya oleh pihak rumah sakit” 
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 Dilihat dari matriks tersebut dapat dijelaskan bahwa salah faktor yang 
paling penting dan untuk melihat sejauh mana adanya perlindungan hukum 
di suatu rumah sakit adalah terpenuhinya hak-hak pasien yang salah 
satunya adalah hak untuk mendapatkan informasi. 
Hak atas informasi ini terproses secara evolusi, sejalan dengan 
perkembangan dari hak asasi manusia. Inti dari hak atas informasi ini adalah 
hak pasien untuk mendapatkan informasi dari dokter, tentang hal-hal yang 
berhubungan dengan kesehatannya, dalam hal terjadi hubungan dokter dan 
pasien, adalah tindakan yang baik bila dokter mginformasikan kepada 
pasien tentang kesehatannya. 
Menurut JF.Rang dalam bukunya Hermien Hadiati Koeswadji hak 
informasi merupakan hak pasien, ia memberikan perumusan terhadap hak 
pasien tersebut sebagai berikut : “Bagian hukum kesehatan yang khusus 
mengatur tentang hak dan kewajiban manusia yang bersangkutan dengan 
penerimaan perawatan kesehatan karena ia sakit atau mencegah agar ia 
tidak menjadi sakit” 
Dilihat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan Pasal 56 ayat 1 yang berbunyi : 
“Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh 
tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima 
dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”. 
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Sebagai hasil dari wawancara kepada dokter, perawat dan pejabat 
rumah sakit hampir semuanya menyebutkan bahwa mereka telah 
memberikan informasi yang  dibutuhkan oleh pasien, salah satunya ketika 
peneliti mewawancarai seorang dokter sebut saja dokter “A” yang 
menyebutkan bahwa: “kami memberikan informasi mengenai penyakit yang 
di derita oleh pasien. Saya rasa pasien dapat mengerti mengenai apa yang 
saya jelaskan karena memakai bahasa yang dapat dimengerti oleh pasien. 
Informasi mengenai tata tertib atau peraturan yang ada di rumah sakit 
biasanya dikasih tahu pasien atau pasien dapat membacanya disetiap 
lorong lorong rumah sakit.” 
Peneliti juga tidak hanya menanyakan hal tersebut kepada dokter atau 
tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit, namun juga kepada pasien 
atau keluarga pasien mengenai informasi tersebut, apakah memang tenaga 
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan telah memberikan 
informasi yang diperlukan oleh pasien, dan dari hasil wawancara kepada 
pasien tersebut memang semuanya menyatakan bahwa pasien telah 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan, seperti wawancara yang dilakukan 
kepada keluarga pasien sebut saja namanya “MT” yang menyebutkan 
bahwa : “saya membacanya dari tulisan atau banner yang bertuliskan tata 
tertib rumah sakit begitu pula dengan hak dan kewajiban pasien ”. 
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“Iya, setelah mendiagnosa waktu itu dokter memberikan informasi mengenai 
penyakit apa yang diderita. Mengenai persetujuan saya diminta 
persetujuannya oleh pihak rumah sakit” 
Setelah menanyakan mengenai informasi yang diberikan tentunya, 
informasi yang diberikan tersebut harus dapat dimengerti oleh pasien. 
 Maka dari itu sudah jelas bahwa informasi yang diberikan haruslah 
benar jelas dan jujur, dalam hal ini informasi yang diberikan oleh dokter atau 
tenaga kesehatan yang ada dirumah sakit harus dapat dimengerti oleh 
pasien, dan dari hasil wawancara kepada pejabat rumah sakit sebut saja 
namanya “SH” menyebutkan bahwa : “Mengenai informasi tata tertib hal 
tersebut sudah tercantum secara jelas di setiap sudut rumah sakit yaitu 
dengan adanya papan informasi bagi siapa saja yang datang ke rumah sakit 
dan dapat dibaca oleh  para  pengunjung  rumah  sakit  misalnya mengenai  
ketentuan  anak yang  masih  dibawah umur 12 tahun tidak boleh masuk ke 
ruangan pasien,dilarang merokok diarea rumah sakit.” 
Hak dan kewajiban pasien tertera di dinding rumah sakit jadi pasien 
dapat membacanya dengan jelas. Dari wawancara yang dilakukan kepada 
pejabat rumah sakit tersebut maka harus menanyakan hal tersebut kepada 
pasien sebagai orang yang diberikan pelayanan kesehatan dan dari hasil 
wawancara kepada pasien, hampir semua pasien mengerti apa yang 
dijelaskan oleh dokter karna dokternya menggunakan bahasa yang 
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dimengerti oleh pasien sehingga pasien dapat memahami apa yang 
dijelaskan. 
Berkaitan dengan informasi pasien juga diharuskan untuk mengetahui 
tata tertib yang ada dirumah sakit sebagaimana yang tercantum di dalam 
Undang undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yaitu pasian 
berhak : “memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang 
berlaku di rumah sakit. Mengenai informasi tata tertib hal tersebut sudah 
tercantum secara jelas di setiap sudut rumah sakit yaitu dengan adanya 
papan informasi bagi siapa saja yang datang ke rumah sakit dan dapat 
dibaca oleh para pengunjung rumah sakit misalnya mengenai ketentuan 
anak yang masih dibawah umur tidak boleh masuk ke ruangan pasien atau 
mengenai jam besuk pasien selain itu juga jika ada keluarga pasien yang 
menginap akan ada surat izin untuk menginap dan hal tersebut akan 
diinformasikan kepada keluarga pasien”. 
Kemudian dari wawancara kepada pasien penelliti memastikan hal 
tersebut kepada pasien dan memang semua mengatakan hal yang sama 
yaitu: “saya mengetahuinya dari papan mengenai tata tertib di rumah sakit 
ini” 
 Dari temuan peneliti mengenai tata tertib atau peraturan rumah sakit 
memang sudah ada atau disediakan oleh pihak rumah sakit dengan 
menempelkannya ditiap sudut rumah sakit atau bisa disebut dengan papan 
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informasi, dan menurut penilaian peneliti hal tersebut sudah cukup 
memberikan informasi kepada pasien mengenai tata tertib rumah sakit, 
namun alangkah baiknya agar peraturan atau tata tertib tersebut dapat 
dijelaskan kembali kepada pasien yang dirawat walaupun hanya intinya 
saja, hal ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman dari pasien dan 
tenaga kesehatan, agar pasien mengerti bahwa tata tertib tersebut harus 
dipenuhi dan tidak menyinggung pasien dan pasien tidak merasa haknya 
terganggu. Dari hak atas informasi dokter atau tenaga kesehatan dituntut 
untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Pada 
pelaksanaannya pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur itu 
memang sulit untuk dilaksanakan, walaupun pada kenyataannya dokter atau 
tenaga kesehatan merasa telah melakukan hal tersebut, namun belum tentu 
hal tersebut telah dirasakan oleh pasien, karena apa yang menurut dokter 
atau tenaga kesehatan telah cukup tidak berarti cukup juga untuk pasien. 
Secara Keseluruhan pelayanan kesehatan pasien yang berkaitan 
dengan hak pasien untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur 
dalam pelayanan kesehatan sudah baik dan dapat dilaksanakan secara 
sepenuhnya hal tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan dari dokter 
sebagai informan kunci serta tenaga kesehatan yang lain yang telah 
melaksanakan tugasnya dengan baik serta pasien yang menyatakan bahwa 
dokter/ tenaga kesehatan pada saat memberikan pelayanan kesehatan telah 
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pasien.
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Matriks 6 : Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perlindungan Hukum 
Dalam Pelayanan Kesehatan di RSUD NENE MALLOMO (Pihak Rumah 
Sakit) 
NAMA 
INFORMAN 
HASIL PENELITIAN WAWANCARA 
“A” (Dokter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“X” (Perawat) 
“kami dari pihak dokter dengan pasien harus menjalin suatu 
komunikasi yang baik agar dokter dapat mengatahui apa 
yang akan dan apa yang tidak akan di berikan kepada 
seorang pasien . Apabila di lih…at dari aspek hukum 
bukanlah sebagai perjanjian yang bersifat khusus kerna 
dalam pelayanan kesehatan kami dari pihak dokter tidak 
bisa menjanjika kesembuhan suatu penyakit seorang 
pasien akan tetapi kami dari pihak dokter mengupayakan 
keselamatan seorang pasien” 
 
Peran dan fungsi rumah sakit sebagai tempat untuk 
melakukan pelayanan medis yang perpesional di antaranya 
sebagai berikut : 
1.inforformasi  yang di berikan kepada seorang pasien 
harus jelas.  
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“SH” (Pejabat 
Rumah Sakit) 
 
 
2. hubungan antara petugas dan pasien harus terjalin 
dengan baik. 
 
“Rumah sakit menjamin perlindungan hukum bagi tenaga 
kesehatan agar  tidak menimbulkan kesalahan medis dalam 
menangani pasien kami juga dari pihak dokter sudah 
menjelaskan kepada pasien sebelum tindakan bahwa 
penyakit yang di deritanya seperti ini dan akan di lakukan 
tindakan seperti ini dan pasien juga mendapatkan 
perlindungan hukum dari suatu tanggung jawab rumah sakit 
dan dokter apabila terjadi kesalahan” 
 
“U” (Dokter) 
 
 
 
 
 
 
“X” (Perawat) 
Adanya motivasi pasien hal ini memberikan dampak yang 
positif dan dapat menunjang adanya perlindungan hukum 
terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan karna dengan 
adanya motivasi yang baik dari pasien maka dapat 
dikatakan pelayanan kesehatan yang baik telah diberikan 
oleh pihak rumah rumah sakit 
 
Dengan adanya kepatuhan pasien maka perlindungan 
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“V” (Pejabat 
Rumah Sakit) 
 
 
 
hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan dapat 
terlaksana dengan baik. 
 
Apa bila SDM (SUMBER DAYA MANUSIA) di rumah sakit 
sudah baik dan sudah mencakupi kebutuhan pasien pada 
saat diberikan maka perlindungan hukum terhadap pasien 
akan terlaksana dengan baik. 
“U” (Dokter) 
 
 
“X” (Perawat) 
 
 
“V” (Pejabat 
Rumah Sakit) 
 
 
 
Komunikasi yang kurang antara dokter dan pasien dimana 
biasa menghambat perlindungan hukum itu sendiri 
 
Dimana seorang pasien tidak paham akan penyampaian 
seorang petugas rumah sakit saat di berikan pelayanan 
 
yang sering terjadi disini dimana seorang pasien tidak mau 
mematuhi peraturan yang ada di rumah sakit 
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B. Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat perlindungan hukum 
pasien sebagai pasien jasa dalam pelayanan kesehatan di RSUD Nene 
Mallomo. 
 Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa ada beberapa 
faktor yang dapat menunjang dan menghambat adanya perlindungan hukum 
terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan, baik faktor internal maupun faktor 
eksternal. Faktor internal dan eksternal yang menunjang adanya perlindungan 
hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan yaitu : 
1. Faktor Internal yang menunjang : 
1. Informasi, merupakan hal yang sangat penting untuk diberikan kepada 
pasien pada saat diberikan pelayanan kesehatan oleh dokter/tenaga kesehatan 
supaya pasien mengetahui mengenai penyakit apa yang diderita serta 
bagaimana cara pengobatan yang harus dilakukan agar pasien dapat sembuh 
dari penyakitnya, dengan diberikannya informasi yang benar, jelas dan jujur 
oleh dokter/tenaga kesehatan kepada pasien maka informasi ini menjadi faktor 
penunjang adanya perlindungan hukum terhadap pasien. 
2. Komunikasi merupakan cara penyampaian yang diberikan oleh dokter/tenaga 
kesehatan kepada pasien dengan cara menjelaskan informasi yang ada 
sehingga pasien mampu mencerna informasi tersebut dengan baik, dengan 
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adanya komunikasi yang baik maka informasi akan dapat tersampaikan dengan 
baik pula kepada pasien dan hal ini menjadi faktor yang menunjang adanya 
perlindungan hukum terhadap pasien. 
3. Peran dokter/tenaga kesehatan, setelah adanya informasi dan komunikasi 
kepada pasien maka disini juga ada peran dari dokter/tenaga kesehatan untuk 
memberikan informasi dan komunikasi yang benar kepada pasien serta 
berfungsi sebagai pendekatan kepada pasien, peran dokter/tenaga kesehatan 
ini meliputi peran dokter dalam mengobati pasien maupun peran dokter dalam 
menginformasikan mengenai kondisi penyakit pasien, supaya pasien dapat 
mengerti mengenai penyakit apa yang diderita oleh pasien juga pengobatan 
apa yang harus diberikan oleh dokter untuk menyembuhkan pasien, juga untuk 
memberikan kepercayaan atau optimisme kepada pasien untuk meyakinkan 
bahwa penyakitnya bisa disembuhkan, peran dokter/tenaga kesehatan ini 
memberikan dampak positif dan menjadi faktor penunjang adanya perlindungan 
hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan. 
4. Sumber daya manusia, jika sumber daya manusia yang ada di rumah sakit 
baik dan dapat mencukupi kebutuhan pasien pada saat diberikan pelayanan 
kesehatan maka perlindungan hukum terhadap pasien akan terlaksana dengan 
baik dan menjadi faktor yang menunjang terlaksananya perlindungan hukum 
terhadap pasien, pasien akan merasa diberikan kenyamanan, keamanan dan 
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keselamatan jika sumber daya manusia yang ada di rumah sakit mampu untuk 
memberikan pelayanan kesehatan dengan baik. 
5. Kesadaran Hukum dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit menjadi faktor 
yang menunjang adanya perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan, ini 
dapat ditunjukkan dengan adanya persetujuan pasien pada saat diberikan 
pengobatan, hal ini menunjukkan adanya kesadaran hukum dari dokter/tenaga 
kesehatan serta rumah sakit untuk memberikan perlindungan hukum baik 
terhadap pasien maupun terhadap dokter/tenaga kesehatan serta perlindungan 
hukum terhadap rumah sakit itu sendiri. 
Komentar. Teori pelayanan public yg berhubungan dengan pembahasan 
II. Faktor ekstrenal yang menunjang : 
1. Motivasi Pasien, hal ini memberikan dampak yang positif dan dapat 
menunjang adanya perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan 
kesehatan karena dengan adanya motivasi yang baik dari pasien maka dapat 
dikatakan pelayanan kesehatan yang baik telah diberikan oleh pihak rumah 
sakit, motivasi yang baik dari pasien ini sebagai dampak dari adanya informasi, 
komunikasi serta peran dokter/tenaga kesehatan yang baik. 
2. Kepatuhan pasien, dengan adanya kepatuhan pasien maka perlindungan 
hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan dapat terlaksana dengan 
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baik dan merupakan faktor yang menunjang karena dengan adanya kepatuhan 
pasien terutama terhadap peraturan yang ada di rumah sakit serta terhadap 
pengobatan yang harus dijalani maka segala kerugian yang akan dialami oleh 
pasien akan terhindari. 
Faktor internal dan eksternal yang menghambat adanya perlindungan hukum 
terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan yaitu : 
1. Faktor Internal yang menghambat : 
1. Fasilitas dokter/tenaga kesehatan kurang memadai, hal ini dapat dilihat dari 
keterangan perawat yang menyebutkan bahwa fasilitas tenaga kesehatan 
terutama dokter masih kurang sehingga pasien tidak dapat memilih tenaga 
kesehatan yang diinginkannya sebagai haknya, hal ini menjadi faktor yang 
menghambat adanya perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan 
kesehatan karena hak pasien untuk dapat memilih tenaga kesehatan yang 
diinginkannya menjadi tidak terpenuhi. 
2. Fasilitas Pengaduan kurang memadai, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak 
adanya fasilitas pengaduan yang diberikan oleh rumah sakit untuk pasien, jadi 
jika pasien ingin mengeluhkan ketidaknyamanan yang dialaminya ketika 
mendapatkan pelayanan kesehatan pasien tidak tau pasti kemana dapat 
mengadukannya, hal ini menjadi faktor penghambat adanya perlindungan 
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hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan terutama hak pasien untuk 
menuntut hak-hak yang dirugikan. 
3. Lingkungan kerja, lingkungan kerja yang kurang baik akan berakibat adanya 
sikap yang kurang baik terhadap pasien, dengan sikap yang kurang baik dari 
dokter/tenaga kesehatan akan menjadi faktor penghambat dalam perlindungan 
hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan karena pasien akan 
merasa diberikan perlakuan yang tidak sama atau diksriminatif, hal ini dapat 
dibuktikan dengan adanya keterangan pasien yang mengeluh karena tidak 
mendapatkan pelayanan yang baik karena keluhannya terhadap pelayanan 
kesehatan di rumah sakit kepada tenaga kesehatan tidak ditanggapi dengan 
baik, hal ini juga dapat diakibatkan dari lingkungan kerja yang kurang baik 
seperti dari keterngan perawat yang menyebutkan bahwa sikap tenaga 
kesehatan yang kurang baik terhadap pasien bisa diakibatkan karna lingkungan 
kerja yang kurang baik. 
4. Komunikasi yang kurang, hal ini dibuktikan dengan adanya pasien yang 
mengeluh karena pengaduannya tidak ditanggapi dengan serius oleh rumah 
sakit, dengan adanya komunikasi yang kurang antara pasien dengan 
dokter/tenaga kesehatan serta pihak rumah sakit maka akan menimbulkan 
kesalah  pahaman antara pasien dengan dokter/tenaga kesehatan serta pihak 
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rumah dan menjadi faktor penghambat adanya perlindungan hukum terhadap 
pasien dalam pelayanan kesehatan. 
II. Faktor eksternal yang menghambat : 
1. Sikap pesimis pasien, dengan adanya sikap pesimis dari pasien hal ini 
menunjukkan adanya pelayanan kesehatan yang tidak dapat memuaskan 
pasien dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada dokter/tenaga 
kesehatan serta pihak rumah sakit hal ini dapat dibuktikn dari keterangan 
pasien yang tidak tau lagi kemana mengadukan keluhannya dan seakan tidak 
percaya lagi terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah 
sakit, hal ini menjadi faktor yang menghambat adanya perlindungan hukum 
terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan. 
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BAB V  
PENUTUP 
A. KESIMPULAN  
1. Perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah 
sakit Nene’ Mallomo Kabupaten Sidrap. Dalam hal perlindungan pasien, sebelum 
pelaksanaan pelayanan medis yang berkaitan dengan tindakan medis, tenaga 
kesehatan akan memberikan edukasi terhadap pasien terlebih dahulu. Edukasi 
tersebut bisa berupa penjelasan mengenai informasi, resiko yang terjadi, serta 
bentuk penanganannya. Edukasi ini merupakan bentuk perlindungan hukum 
preventif yang diterapkan di rumah sakit Nene’ Mallomo Kabupaten Sidrap. 
Apabila pasien merasa dirugikan dalam hal materiil maupun imateriil, pasien 
dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha, baik kepada lembaga 
peradilan umum maupun kepada lembaga yang secara khusus berwenang 
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, ataupun 
melaporkan kepada polisi atau penyidik lainnya. Hal ini karena terdapat ketentuan 
sanksi pidana atas pelanggaran hak-hak pasien.  
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2. Terdapat faktor yang dapat menunjang dan menghambat adanya 
perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan. Faktor yang 
menghambat adanya perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan 
kesehatan yaitu : Fasilitas dokter/tenaga kesehatan kurang memadai, fasilitas 
Pengaduan kurang memadai, lingkungan kerja yang kurang baik, komunikasi 
yang kurang, sikap pesimis dari pasien karena kurangnya rasa kepercayaan 
terhadap rumah sakit, dengan adanya sikap pesimis dari pasien hal ini 
menunjukkan adanya pelayanan kesehatan yang tidak dapat memuaskan 
pasien dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada dokter/tenaga 
kesehatan serta pihak rumah sakit hal ini dapat dibuktikan dari keterangan 
pasien yang tidak tau lagi kemana mengadukan keluhannya dan seakan tidak 
percaya lagi terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah 
sakit. Sedangkan faktor yang mendukung yaitu : diberikannya informasi yang 
benar, jelas dan jujur oleh dokter/tenaga kesehatan kepada pasien maka, peran 
dokter/tenaga kesehatan, adanya peran dari dokter/tenaga kesehatan untuk 
memberikan informasi dan komunikasi yang benar kepada pasien serta 
berfungsi sebagai pendekatan kepada pasien, sumber daya manusia yang ada 
di rumah sakit baik dan dapat mencukupi kebutuhan pasien pada saat diberikan 
pelayanan kesehatan, kesadaran hukum dokter/tenaga kesehatan dan rumah 
sakit, adanya motivasi pasien, kepatuhan pasien, karena dengan adanya 
119 
 
kepatuhan pasien terutama terhadap peraturan yang ada di rumah sakit serta 
terhadap pengobatan yang harus dijalani maka segala kerugian yang akan 
dialami oleh pasien akan terhindari. 
 B. SARAN  
1. Pihak dokter semestinya menjelaskan kepada pasien sebelum melakukan 
sebuah tindakan bahwa penyakit yang di deritanya seperti apa dan bagaimana 
proses/tindakan yang akan di lakukan dalam mengobati penyakit tersebut agar 
pasien juga mendapatkan perlindungan hukum dari suatu tanggung jawab 
rumah sakit dan dokter apabila terjadi kesalahan dalam penanganan penyakit 
tersebut. 
2.Pelayanan publik rumah sakit semestinya lebih ditingkatkan lagi terlebih 
kepada masyarakat yang kurang mampu, agar pasien dapat memberikan 
kepercayaan yang lebih terhadap pihak rumah sakit. 
3.Untuk pihak rumah sakit Nene’ Mallomo Kabupaten Sidrap, lebih baiknya jika 
kenyamanan pasien selalu diutamakan. Bagaimanapun respon dan komentar 
pasien merupakan tolak ukur keberhasilan rumah sakit dalam memberikan 
pelayanan terbaiknya. 
4.Pasien diharapkan aktif bertanya kepada petugas medis. Baik itu mengenai 
hak dan kewajibannya, maupun informasi jika pelayanan di rumah sakit kurang 
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jelas. Pasien juga diharapkan ikut serta memberikan kritik dan saran kepada 
rumah sakit guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi. 
5.Untuk pihak rumah sakit Nene’ Mallomo Kabupaten Sidrap, lebih baiknya jika 
kenyamanan pasien selalu diutamakan. Bagaimanapun respon dan komentar 
pasien merupakan tolak ukur keberhasilan rumah sakit dalam memberikan 
pelayanan terbaiknya. 
6.Pasien diharapkan aktif bertanya kepada petugas medis. Baik itu mengenai 
hak dan kewajibannya, maupun informasi jika pelayanan di rumah sakit kurang 
jelas. Pasien juga diharapkan ikut serta memberikan kritik dan saran kepada 
rumah sakit guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi. 
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